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ABSTRAK 

Checilia Yuliarta (0606007182) 
Pelaksanaan Pengadaan Tanah oleh Pemenntah Daerah Untuk Pembangunan Sarana Dan 
Prasarana Olah Raga (Analisis Kasus Pembangunan Stadion Olah Raga Gelora Sriwijaya 

Di Palembang) 

Pengadaan Tanah adalah Setiap Kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara 
membenkan ganti mgi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, 
tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Penulisan tesis im membahas 
mengenai pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemenntah daerah dan upaya panitia 
pengadaan tanah dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan 
pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penulisan tesis mi adalah metode kepustakaan untuk memperoleh data sekunder 
yang berkaitan dengan materi pengadaan tanah yaitu dengan cara menganalisis peraturan 
perundang-undangan, dokumen hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan maten 
pengadaan tanah, data yang dihimpun adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder, untuk mendukung penelitian kepustakaan dilakukan 
tehnik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dalam bentuk observasi dan 
wawancara kepada Kantor Pertanahan kota Palembang, analisis data menggunakan metode 
kualitatif dan hasil penelitian dituangkan bersifat evaluatif analitis. Hasil penelitian 
mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah untuk pembangunan stadion olah raga telah berpedoman path Keputusan Presiden 
Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum. Bahwa upaya panitia pengadaan tanah dalam mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka pengadaan tanah untuk 
pembangunan stadion olah raga antara lain mengenai besamya dan bentuk ganti mgi yakni 
dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keinginannya 
mengenai bentuk dan besamya ganti mgi agar didapat hasil yang disepakati oleh kedua 
belah pihak sehingga ditemukan jalan terbaik dalam penyelesaiannya dan mengenai adanya 
selisih luas untuk bidang tanah tertentu yakni Panitia Pengadaan Tanah melakukan 
musyawarah lebih lanjut sehingga diperoleh kesepakatan luas tanah yang digunakan. 

Kata Kunci : Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 
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ABSTRACT 

CHECILIA YULIARTA 
ThE IMPLEMENTATION OF LAND ACQUISITION BY THE REGIONAL 
GOVER1HV1ENT FOR THE DEVELOPMENT OF SPORT FACILITIES AND 
INFRASTRUCTURES (A CASE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF 

SIUWIJAYA SPORT STADIUM IN PALEMBANG) 

Land Acquisition is any activities to acquire land by means of providing 
compensation to the person who divests or transfers lands, buildings, plants and 
other objects relating to the land. This thesis writing is dealing with the 
implementation of land acquisition by regional government and efforts by the land 
acquisition committee to overcome the problems occurring in the implementation 
of land acquisition for sport stadium development. Research method applied in 
this thesis writing is a bibliographical method to obtain secondary data relating to 
materials of land acquisition, namely by means of analyzing statory regulations, 
legal documents and books in connection with land acquisition materials. Data 
collected is secondary consisting of primary legal materials and secondary legal 
materials. To support a bibliographical research in the form of observations and 
interviews to Land Affairs Office of Palembang City. Data analysis applies a 
qualitative method and the results of research will be embodied in an evaluative 
analysis. The results of research reveal that the implementation of land acquisition 
carried out by the regional government for sport stadium development has been 
guided by the Presidential Decree Number 55/1993 regarding land acquisition for 
the implementation of development for public interest. That the efforts of land 
acquisition committee in overcoming the problems taking place within the 
framework of land acquisition for sport stadium development among others are 
concerning the amount and kind of compensation namely, by giving opportunity 
to the society to express their wishes on kind and the amount of compensation in 
order to achieve the result agreed by both parties and that it is found the best way 
in the settlement. And concerning any difference of area size for certain land 
parcel, then land acquisition committee will hold a deliberation so that it will be 
obtained the land areas to be utilized. 

Keyword: Land Acquisition for public interest. 
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BABI 

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAII OLEII PEMERITALL DAERAII 

UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA 

(Analisis Kasus Pembangunan Stadion OJah Raga 
Gelora Sriwijaya Di Palembang) 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka mewujudkan kemakthuran dan kesejahteraan rakyat oleh 

pemenntah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-ljndang 

Dasar 1945, maka pemerintah melakukan usaha pembangunan di seluruh aspek 

kehidupan masyarakat. Dalam mewujudkan usaha pembangunan tersebut, tanah 

sebagai faktor produksi yang memegang peranan penting. 

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Sejak manusia 

dilabirkan, otomatis ia memerlukan tanah untuk tempat ia tinggal, sampai saat 

kematian datang padanya ia tetap memerlukan tanah untuk tempat ia dikuburkan. 

Selain itu, tanah juga sangat diperlukan untuk kepentingan sosial, misalnya untuk 

membangun tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, kantor pemenntahan dan 

sebagainya. Hal tersebut diatas diatur dalam pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa: 

Untuk kepentingan umum. Termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta 
kepentingan bersama dan rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan 
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memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan 
undang-undang.1  

Pesatnya kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia, 

praktis membutuhkan tersedianya tanah-tanah yang tidak sedikit jumlahnya. Tetapi 

dalam kenyataannya tanah yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan 

bagi kepentingan umum jumlahnya sangat terbatas. Karena seringkali tanah yang 

dibutuhkan oleh pemerintah teryata sudah dimiliki oleh pihak lain, dalam hal. im 

adalah masyarakat. 

Mengingat tanah semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan, baik 

dilihat dan aspek sosial, ekonomis maupun politis, maka pemerintah harus mampu 

menjamin tersedianya tanah untuk terselenggaranya prasarana dan sarana kebutuhan 

pembangunan. Dalam hal terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum 

perlu digariskan kebijakan mengenai cara-cara pengadaan tanah atau perolehan 

tanah-tanah yang dibutuhkan. 

Kebijakan pemenntah dalam hal pelayanan dibidang pertanahan diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah baik pada tingkat propinsi maupun tingkat 

kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Daerah Pasal 13 huruf (k) 

untuk kewenangan Pemenntah Daerah Provisi dan 14 huruf (k) untuk kewenangan 

Pemenntah Kabupaten/kota. Walaupun demikian, dengan adanya penyerahan 

kewenangan tersebut tidak berarti bahwa pemerintah pusat lepas sama sekali dalam 

urusan pelayanan pertanahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU 

Otonomi Daerah yang mengatur bahwa penyelenggaraan kewenangan tersebut hams 

1 donesia Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Till Nomor 5 tahun 
1960, LN 1960-104, TLN Nomor 2043, Pasal 18. 
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berpedoman path standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap yang 

ditetapkan oleh Pemerintah (pusat). 

Kewenangan pemerintah provinsi mengenai masalah-masalah pertanahan im 

diatur secara lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah 

Otonom,yang mengatur bahwa kewenangan daerah provinsi dalam bidang 

pertanahan tersebut meliputi:2  

Penetapan persyaratan pemberian hak-hak atas tanah. 

Penetapan persyaratan landreform. 

Penetapan stanthr administrasi pertanahan. 

Penetapan pedoman biaya pelayanan pertanahan. 

Penetapan Kerangka Dasar Kadastral Nasional dan pelaksanaan pengukuran 

Kerangka Dasar Kathstral Nasional Orde I dan II. 

Adapun pengaturan kewenangan dalam bidang pertanahan bagi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Nomor 2 Tahun 2003 Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Stanthr 

Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bithng Pertanahan Yang 

Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Keputusan Kepala BPN tersebut 

secara khusus mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

yang terdiri atas:3  

2lndonesia, Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonom, PP No. 25 Tahun 2000. L.N. Tahun 2000 No, 24. Psi. 2 Angka 14. 

3Bacian Pertanahan Nasional, Keputusan Kepala BPN tentang Norma dan Standar Mekanisme 
Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan oleh 
Pemerinlab Kabupaten/Kota, Keputusan No. 2 Tahun 2003, Tanggal 28 Agustus 2003. Diktum 
Ketiga. 
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pembenan ijin lokasi; 

penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 

penyelesaian sengketa tanah garapan; 

penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kegiatan 

pembangunan; 

penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah 

kelebihan maksimum dan tanah absentee; 

penetapan dan penyelesaian tanah ulayat; 

pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 

pemberian ijin membuka tanah dan 

perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota 

Sedangkan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dalam satu 

Propinsi, dilaksanakan oleh Pemenntah Propinsi yang bersangkutan. Untuk 

pe!aksanaan kewenangan itu Badan Pertanahan Nasional bertugas untuk menyusun 

norma-norma danlatau standardisasi mekanisme ketatalaksanaan, kualitas produk 

dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan.4  

Sebagian dan kewenangan Pemerintah Daerah Kapubaten/Kota dalam bidang 

pertanahan adalah kewenangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk 

kepentingan pembangunan yang tertuang dalam Diktum Ketiga huruf (b) Keputusan 

Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 seperti telah diuraikan di atas. Kewenangan dalam 

penyelenggaraan pengadaan tanah tersebut terkait erat dengan kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal penyelesaian masalah ganti kerugian 

4 lndonesia. Kepprers No. 34 Tahun 2003. Op.Cit Psi. 1 —4. 
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dan santunan tanah untuk kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Diktum 

Ketiga huruf (f) keputusan Kepala BPN tersebut di atas. 

Ganti mgi atas tanah dibenkan atas dasar musyawarah antara Pemerintah 

dengan masyarakat. Secara umum, ganti mgi adalah kehilangan hak atas tanah yang 

dimilikinya. Dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005: 

Ganti mgi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/non 
fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, 
bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah 
yang dapat membenkan kelangsungan hidup yang lebih baik dan tingkat 
kehidupan social ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. 

Pengadaan tanah untuk pembangunan yang dimaksudkan diatur dalam 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993, namun dengan meningkatnya 

pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah dengan 

pengadaannya secara tepat dan transparan, maka Keppres tersebut dianggap sudah 

tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, kemudian diganti dengan Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005. 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sempat mengundang kontroversi 

dan berbagai kalangan antara lain karena dianggap cenderung untuk membela 

kepentingan investor dengan mengurangi hak-hak pemilik tanah yang dipergunakan 

untuk pembangunan. Oleh karena itu, banyak penolakan dari masyarakat terhadap 

Perpres tersebut5, maka dengan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pnnsip 

penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan kepastian hukum dalam 

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, maka 

Perpres 36 tahun 2005 kemudian dirubah melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2006 

5Liberalisme Perpres Nomor 36 tahun 2005, dan Ha/c Rakyat, Surat Kabar Harian Kompas. 25 Juni 
2005, hal 37. 
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antara lain berupa pengurangan jems sarana pembangunan yang digolongkan sebagai 

kepentingan umum telah yang berjumlah 21 jenis yang menjadi hanya 7 (tujuh) jems 

saja sehingga akan dapat memperkecil kemungkinan bagi masyarakat pemilik tanah 

untuk terkena pembebasan tanah. Perubahan yang didasari pertimbangan keinginan 

pemerintah untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak atas tanah itu telah 

pula menghapus kewenangan pemerintah untuk mencabut hak kepemilikan atas 

tanah yang semula diatur dalam Pasal 1 angka (3) dan Pasal 2 huruf (b) Perpres 

Nomor 36 Tahun 2005. 

Penghormatan terhadap hak-hak atas tanah termasuk di dalam proses 

termasuk dalam pengambilalihan hak atas tanah untuk pembangunan bagi 

kepentingan umum telah banyak dikemukakan oleh para pakar pertanahan. Arie S. 

Hutagalung mengemukakan hal sebagai berikut: 

Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan menginginkan seseorang 
menguasai tanah secara mantap dan aman. Penguasaan yang mantap ditinjau 
dan aspek waktu/Iamanya seseorang dapat mempunyai/menguasai tanahnya 
dan isi kewenangan dan dan hak atas tanah tersebut. Sedangkan penguasaan 
tanah secara aman berarti bebas/dilindungi dari/terhadap gangguan-gangguan 
dan ada upaya untuk menanggulanginya. Gangguan tersebut dapat berasal 
dan sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak Penguasa!Pemerintah.6  

Gangguan oleh pihak pemerintah yang dimaksudkan antara lain perlakuan 

yang sewenang-wenang dalam proses pembebasan tanah yang diperlukan untuk 

pembangunan bagi kepentingan umum. Maria S.W. Sumardjono, mengemukakan: 

Pada dasamya masyarakat pemilik tanah yang terkena pembebasan 
menginginkan kebijakan publik yang memenuhi rasa keadilan... Masalah 
tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah 

6Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: LPHL,2005. Hal. 
151. 
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yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. 
Dalam bahasa awam, keadilan dalam memberikan ganti rugi diterjemahkan 
sebagai perwujudkan penghormatan kepada pemilik tanah yang haknya 
dikurangi dengan memberikan imbalan berupa sesuatu yang setara dengan 
keadaannya sebelum hak tersebut dikurangi atau diambil, sehingga yang 
bersangkutan tidak mengalami degradasi kesejahteraan.7  

Penyelenggaraan pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan 

umum, sudah semestinya Pemerintah Daerah memperhatikan peran tanah dan prinsip 

penghormatan terhadap hak-hak atas tanah dalam proses pembebasan tanah. Untuk 

mencapai tujuan itu dan sekaligus sebagai peraturan pelaksanaan atas Perpres No. 36 

Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 telah 

diterbitkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah 

Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN tersebut antara lain 

pengaturan mengenai tatacara pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah yang 

didalamnya terdapat ketentuan bagi Pamtia Pengadaan untuk melakukan penyuluhan 

kepada pam pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk menjelaskan manfaat, 

maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat serta dalam rangka 

memperoleh kesediaan para pemilik melepaskan hak atas tanabnya untuk 

kepentingan umum. 

7rvtaria S.W. Sumardjono. Kebi/akan Perlanahan; Antara Regulasi dan Implementasi. Edisi Revisi. 
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006. hal. 176. 
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Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, pemerintah daerah hams 

memperhatikan kepentingan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

hukum yang berlaku. Di samping itu juga dilakukan dengan cara adil dan bijaksana 

serta diselesaikan dengan prinsip musyawarah secara kekeluargaan. Hal mi bertujuan 

agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, sehingga penguasaan 

dan penggunaan tanahnya dapat berlangsung tanpa gangguan serta tidak 

memmbulkan suatu persoalan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan 

pembangurian dikemudian han. Dan juga dapat mencegah timbulnya keresahan dan 

kerugian materiil serta immaterial bagi warga masyarakat yakni pihak-pihak yang 

diminta menyerahkan tanah kepunyaannya. 

Pemerintah daerah haruslah mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga. 

Pemerintah dalam hal mi mempunyai kepentingan terhadap sukses terselenggaranya 

PUN XVI yang juga akan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatra Selatan. 

Disamping itu masyarakat pemilik tanah mempunyai kepentingan yang nantinya 

tidak merasa dirugikan dengan diadakannya pembebasan tanah oleh pemerintah 

daerah dalam artian masyarakat mendapat ganti rugi yang layak dan pantas, serta 

kepentingan dan masyarakat sekitar lokasi pembangunan yang nantinya turut 

merasakan dampak sosial yang ditimbulkan dari pembangunan stadion olah raga 

tersebut. 

Dalam penyusunan tesis im penulis bermaksud melakukan penelitian dan 

analisis terhadap Pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah daerah untuk 

pembangunan sarana dan prasarana olah raga berdasarkan kepada pemahaman bahwa 

L!J 
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sebagian dan wawasan yang harus dimiliki oleh Notaris/PPAT adalah pengetahuan 

tentang penyelenggaraan pengadaan tanah oleh Pemenntah daerah beserta 

penerapannya di lapangan. Meskipun penyelenggaraan pengadaan tanah tidak terkait 

langsung dengan tugas dan fungsi NotarisfPPAT akan tetapi penulis berharap akan 

memperoleh banyak manfaat jika mengingat bahwa Panitia Pengadaan Tanah terdiri 

dari para pejabat Pemenintah Daerah yang secara langsung atau tidak langsung terkait 

dengan pembuatan kebijakan dan pelayanan masalah pertanahan di wilayahnya. 

Sebagai objek penelitian dalam hal penerapan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur penyelenggaraan pengadaan tanah penulis memilih proses pengadaan tanah 

pada pembangunan stadion olah raga "Gelora Sriwijaya Jaka Baring" yang dibangun 

di Kotamadya Palembang. 

B. POKOK PERMASALAHAN 

Dan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah 

dalam penelitian mi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah oleh Pemerintah daerah untuk 

pembangunan stadion olah raga di Kotamadya Palembang? 

Bagaimana Panitia Pengadaan Tanah dapat mengatasi masalah - masalah yang 

terjadi dalam rangka pengadaan untuk pembangunan stadion olah raga di 

Kotamadya Palembang? 
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MIETODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis mi adalah metode 

kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan materi yang 

ditulis dalam tesis mi, yaitu dengan cara menganalisis peraturan perundang-

undangan, dokumen hukum, dan buku-buku yang berhubungan dengan maten 

penulisan. 

Data yang dihimpun adalah data sekunder yang terdiri dan bahan hukum 

primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

penyelenggaran pengadaan tanah oleh pemerintah daerah untuk pembangunan sarana 

dan prasarana olah raga. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku tentang 

hukum pertanahan serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian mi. 

Dalam rangka untuk mendukung penelitian kepustakaan dilakukan tehnik 

pengumpulan data melalui penelitian lapangan, dalam bentuk observasi dan 

wawancara kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang dan anggota Panitia 

Pengadaan Tanah untuk pembangunan stadion olah raga di Palembang. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, karena data 

yang terkumpul tidak berbentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pemahaman 

dan penafsiran. Hasil penelitian dituangkan dalam penelitian yang bersifat evaluatif 

analitis. 

SISTEMATIKA PENIJLISAN 

Sistematika penulisan merupakan kerangka acuan bagi penulis untuk 

melakukan penulisan sehingga dapat lebih terarah dan terinci. Adapun sistematika 

penulisan mi terbagi dalam tiga bab sebagai berikut: 

10 

Pelaksanaan Pengadaan..., Checllla Yullarta, FH UI, 2008 



Bab I 	: Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang perma-salahan, pokok permasalahan, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II 	Pelaksanaan Pengadaan Tanah oleh Pemenntah Daerah untuk 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga. 

Bab im menguraikan teori dan landasan hukum yang mengatur tentang 

pengadaan tanah, Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, serta 

pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan stadion olah raga di 

Kota Palembang dan analisisnya. 

Bab III: Penutup 

Terdin dan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis serta saran. 
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BABII 

PELAKSANAAN PENGADAAN TANML OLEIL PEMIE1UTAH DAERAH UNTUK 

PEMBANGUNAN SABANA DAN PRASARMiA OLAH RAGA 

(Analisis Kasus Pembangunan Stadion OIah Raga 
Gelora Sriwijaya Di Palembang) 

A. PENGERTIAN PENGADAAN TANAII 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui pencabutan hak atau pelepasan 

hak atas tanah milik masyarakat sebarusnya diatur dalam suatu undang-undang yang 

mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kepemilikan seseorang atas 

tanah merupakan suatu hak yang bersifat keperdataan dan hak-hak ekonomi yang 

substansinya didasarkan atas asas-asas hukum yang berlaku. Asas-asas tersebut 

dimaksuclkan untuk melindungi untuk melindungi hak setiap orang atas tanabnya agar 

tidak dilanggar atau dirugikan ketika berhadapan dengan keperluan negara atas tanah untuk 

pembangunan bagi kepentingan umum.8  

Ketentuan pokok Hukum Tanah Nasional yang dimuat dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), telah 

menggariskan asas-asas pengadaan tanah sebagai benkut: 

a. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, 

hams dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional. 

8 
Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah UntukKepenimgan Umum, (Surabaya:2007), hal 29. 
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b. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal) tidak 

dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana. 

c. Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang disediakan oleh 

Rukum Tanah Nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan-gangguan dan 

pihak manapun, baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa 

sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya. 

d. Bahwa oleh hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk menanggulangi gangguan 

yang ada yaitu: 

Gangguan oleh sesama anggota masyarakat: gugatan perdata melalui Pengadilan 

Negeri atau meminta perlindungan kepada BupatilWalikotamadya menurut UU No. 

51 Prp tahun 1960 tentang Penguasaan Tanah secara Illegal. 

Gangguan oleh penguasa : gugatan melalui Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata 

Usaha Negara. 

e. Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk keperluan 

apapun(juga untuk proyek-proyek kepentingan umum) perolehan tanah yang dihaki 

seseorang hams dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik 

mengenai penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai 

imbalan yang ditenma oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 

f. Bahwa dalam keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak 

dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak manapun kepada 

pemegang haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima 

imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga "penawaran 
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pembayaran yang diikuti dengan konsiyasi path Pengadilan Negeri" seperti yang diatur 

dalam pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Bahwa dalam keadaan memaksa, jika tanah yang bersangkutan diperlukan untuk 

penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum, dan musyawarah yang 

diadakan tidak mencapai kesepakatan, sedangkan tidak mungkin menggunakan bidang 

tanah lain, maka dapat dilakukan pengambilan secara paksa dengan menggunakan 

acara "pencabutan hak" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 

tentang Pencabutan Hak Atas Tanah. 

Bahwa dalam perolehan tanah atau pengambilan tanah,baik atas dasar kesepakatan 

bersama maupun melalui pencabutan hak, pemegang haknya berhak memperoleh 

imbalan atau ganti kerugian, yang bukan haknya meliputi tanahnya, bangunan, dan 

tanaman pemegang hak melainkan juga kerugian-kerugian lain sebagai akibat 

penyerahan tanah yang bersangkutan. 

Bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut, juga jika tanahnya 

diperlukan untuk kepentingan umum dan dilakukan pencabutan hak, haruslah 

sedemikian rupa, sehingga bekas pemegang haknya tidak mengalami kemunduran, baik 

dalam bithng sosial maupun tingkat ekonominya.9  

Pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan 

yang diawali dan perolehan ijin-ijin yang diperlukan sampai dengan perolehan tanah 

secara legal. 

Path tanggal 3 Mei 2005 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Arie S. Hutagalung, "Fungsi Tanah Di Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan dan Berbagai Masalahnya 
(Suatu Kajian Sosio-Yuridis)", (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Peraturan Presiden No. 36 
Tahun 2005 sebagai Mat Pembangunan atau Mat Represif?, Jakarta, 9 Agustus 2005), hal 3-5. 
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Pengertian pengadaan tanah dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 

36 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa: 

"Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara 
membenkan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, 
bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan atau dengan 
pencabutan hak atas tanah". 

Pengertian pengadaan tanah dalam pasal 1 angka 3 telah mengalami perubahan 

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: 

"Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara 
memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, 
bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah." 

Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menyatakan bahwa: 

"Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau 
nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, 
tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat 
memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dan tingkat kehidupan sosial 
ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah." 

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 

menyatakan: 

"Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan 
hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan 
membenkan ganti rugi atas dasar musyawarah". 

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan uinum mi harus dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak-

hak yang sah atas tanah. 

Didalam pengadaan tanah untuk pembangunan terlebih dahulu hams 

memperhatikan hal-hal sebagai benkut: 

a. Proyeknya 
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Apa yang akan dibangun diatas sebidang tanah dalam hal im perlu dibedakan proyek 

untuk kepentingan: 

Pnbadi calon pemegang hak yang bersangkutan. 

Kegiatan usaha atau bisnis 

Pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak mencan keuntungan 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. 

Lokasinya 

Berdasarkan RTRW yang ditetapkan oleh Pemenntah Daerah. RTRW merupakan 

pedoman memakai tanahnya. RTRW menetapkan peruntukan tanahnya (tanah 

pertanian atau tanah non pertanian). 

Status tanah yang tersedia 

Kesediaan pemegang hak untuk melepaskan tanahnya 

Tata cam memperoleh tanahnya. 

1.jjn-jjn Yang Diperlukan Dalam Pengadaan Tanah 

Dalam hukum tanah yang berlaku di Indonesia dibedakan peruntukan dan 

penggunaan tanah untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan bisnis. 

a. Perolehan tanah untuk keperluan pribadi 

Apabila perolehan tanah tersebut untuk keperluan pribadi dapat dilaksanakan 

berdasarkan tata cara memperoleh tanah yang berlaku dan tidak memerlukan izin lokasi. 

Oleh karena tanah yang diperlukan hanya untuk memenuhi keperluan pribadi dan hal mi 

dijamin oleh UIJPA di dalam ketentuan pasal 9 ayat2 UUPA yang menyatakan bahwa: 
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"Tiap-tiap warga Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan 
yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan 
manfaat dan hasilnya, baik bagi dri sendiri maupun keluarganya". 

Sebagai warga negara Indonesia dapat menguasai tanah dengan salah satu hak yang 

diberikan oleh negara yang sesuai dengan keperluannya yaitu Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. 

Untuk dapat memperoleh tanah dengan salah satu hak tersebut diatas dapat melalui 

Permohonan hak apabila tanah yang tersedia tanah hak. 

Pembebanan hak yaitu menggunakan tanah milik orang lain dengan Hak Guna 

Bangunan, Hak Pakai atau Hak Sewa. Hak tersebut terjadi karena pemberian hak barn. 

Pemindahan Hak (jual beli, tukar menukar, hibah) apabila tanah yang tersedia 

statusnya Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai.'°  

b. Perolehan tanah Untuk Kegiatan Usaha 

Apabila perolehan tanah untuk kegiatan usaha atau yang bersifat komersial, untuk 

memperoleh tanahnya diperlukan persyaratan tertentu dan kewajiban tertentu, misalnya 

membangun prasarana lingkungan, fasilitas yang diperlukan dan utilitas umum yang 

diperlukan oleh proyek perumahan yang bersangkutan, kawasan industri, kawasan wisata 

dan lain-lain. 

Dalam rangka memperoleh tanah yang diperlukan wajib dipenuhi persyaratan 

berupa izin prinsip dan izin lokasi. Tanpa izin-izin tersebut perusahaan yang bersangkutan 

dilarang melakukan kegiatan memperoleh tanah bagi keperluan usahanya dan persyaratan 

10 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta:Djambatan,2005), hal. 344. 
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untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam pasal 2 SK- Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 1994 menyatakan: 

Kegiatan memperoleh tanahnya hanya dapat dilakukan path areal yang telah ditetapkan 

dalam izin lokasi yang bersangkutan. 

Perolehan tanahnya dilaksanakan secara langsung (tanpa perantara/calo) antara 

perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan. 

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah 

yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin 

pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman 

modalnya." 

Berdasarkan uraian diatas, maka izin lokasi merupakan perangkat yang penting 

dalam memperhatikan dan mengawasi kegiatan memperoleh tanah agar tidak terjadi hal-

hal yang merugikan para pemilik atau pemegang hak yang bersedia menyerahkan atau 

melepaskan hak atas tanahnya untuk keperluan perusahaan yang memerlukan tanah yang 

bersangkutan. Disamping itu izin lokasi berf'ungsi untuk mengendalikan dan mengawasi 

agar perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan memperoleh tanah secara 

musyawarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehubungan dengan uraian diatas jelas bahwa izin lokasi menjadi salah satu 

perangkat penting untuk pengendalian pengadaan tanah, dan juga untuk mencegah 

spekulasi dan penyalahgunaan izin lokasi tanpa ditindakianjuti dengan kegiatan nyata 

untuk mendapatkan tanah yang diperlukan. 

'1lndonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Izin Lokasi., 
PMNA Nomor 2 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1. 
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Tata cara pembenan izin lokasi untuk tanah yang letaknya diluar DKJ ditetapkan 

oleh BupatilWalikota Kepala Daerah Tingkat II KabupatenlKotarnadya dan untuk tanah 

yang letaknya di wilayah DKI ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta. Tata cam pembenan izin lokasi dapat menggunakan Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN No. 2/1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas 

Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal dan SK Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN No. 2 1/1994. 

Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu yang didasarkan pada luas tanah, yaitu: 

Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha, diberikan 1 tahun. 

Izin lokasi seluas lebih dan 25 Ha sampai dengan 50 Ha diberikan 2 tahun. 

Izin Lokasi seluas lebih dan 50 Ha, diberikan 3 tahun.' 

Apabila jangka waktu yang telah ditentukan diatas perolehan tanabnya belum 

selesai dilaksanakan, maka izin lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dengan syarat 

tanah yang sudah diperoleh mencapai >50 % dari luas yang ditunjuk dalam izin lokasi. '3  

Pertimbangan pembenan izin lokasi berdasarkan path aspek penguasaan tanah dan 

teknis tata guna tanah, yang meliputi: 

Keadaan hak serta penguasaan tanah 

Penilaian fisik wilayah 

Penggunaan Tanah 

Kemampuan Tanah.'4  

Izin Lokasi diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan di kabupaten/kotamadya, 

mengadakan Rapat Koordinasi antara instansi terkait di Daerah Tingkat H. Untuk 

12 Irene Eka Sihombing, Makalah Pengadaan Tanah,(Jakarta:2003), hal 11. 
13 Thid., hal 11. 
14 Thid., hal 12. 
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menerbitkan izin Lokasi dan perpanjangan izin lokasi dikenakan biaya admimstrasi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Izin-izin yang diberikan tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan 

untuk kepentingan umum dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, izin tersebut 

adalah izin penetapan lokasi. 

Izin penetapan lokasi tersebut diajukan kepada Bupati/Walikotamadya melalui 

kepala kantor pertanahan KabupatenlKotamadya setempat. Setelah ditenmanya 

persetujuan penetapan lokasi pembangunan, perusahaan atau instansi pemerintah yang 

memerlukan tanah segera mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada panitia 

pengadaan tanah dengan melampirkan persetujuan penetapan tersebut. 

2. Hak-hak Atas tanah Yang Dapat Diperoleh 

Dapat dijelaskan bahwa hak-hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah 

Nasional diperuntukan bagi: 

Keperluan Perorangan 

Keperluan Perusahaan 

Keperluan Khusus 

Untuk keperluan perorangan, hak atas tanah yang diberikan adalah Hak Milik. Jika 

peruntukan tanahnya untuk pertanian, maka luasnya dibatasi, sebagaimana yang diatur 

dalam pasal 17 UUPA, dengan peraturan pelaksananya yaitu Undang-Undang No. 56 Prp 

tahun 1960 tentang "Penetapan Luas Tanah Pertanian", sedangkan jika tanahnya untuk 

perumahan, maka tidak ada pembatasan luas. 

Untuk keperluan perusahaan hak atas tanah yang diberikan adalah: 
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Hak Guna Usaha, yang dibatasi jangka waktunya yaitu selama 35 tahun dan dapat 

diperpanjang selama 25 tahun lagi. 

Hak Guna Bangunan, yang dibatasi jangka waktunya yaitu selama 30 tahun dan dapat 

diperpanjang selama 20 tahun lagi. 

Hak Pakai, yang dibatasi jangka waktunya yaitu selama 25 tahun dan dapat 

diperpanjang selama 20 tahun lagi. 

Jadi, berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa peruntukan tanah 

untuk keperluan perorangan tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi luasnya dibatasi, 

sedangkan untuk keperluan perusahaan dibatasi jangka waktunya, sedangkan luasnya tidak 

dibatasi. 

Untuk keperluan khusus, hak-hak atas tanahnya ada bermacam-macam, yaitu: 

Keperluan Instansi Pemerintahan, untuk keperluan membangun kantor bagi kegiatan 

sehari-hari hak atas tanah diberikan dengan hak pakai, sedangkan untuk keperluan 

membangun proyek-proyek hak atas tanah yang tersedia adalah Hak Pengelolaan, 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 PMDN No. 5 tahun 1974. kedua hak tersebut 

jangka waktunya tidak terbatas dalam arti selama digunakan. 

Keperluan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh negara seperti Perum/Persero, 

Perjan, Perusahaan Daerah, hak atas tanah diberikan dengan Hak Pengelolaan, 

sedangkan perusahaan Perkebunan Negara hak atas tanah diberikan dengan Hak Guna 

Usaha. 

Keperluan kegiatan keagamaan, hak atas tanah yang tersedia adalah Hak Pakai, 

sebagaiman diatur dalam pasal 49 ayat 2 UUPA, dengan jangka waktu yang tidak 

terbatas. 
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Keperluan perwakilan negara asing, hak atas tanah dibenkan dengan Hak Pakai secara 

cuma-cuma dengan jangka waktu yang tidak terbatas, dalam arti selama digunakan, 

misalnya untuk keperluan kantor kedutaanlatau rumah kediaman kepala perwakilan 

asing. 

Keperluan badan keagamaan atau badan-badan sosial, untuk kegiatan sosial boleh 

memiliki tanah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 UTJPA. 

Tata Cara Memperoleh Tanah Yang Tersedia 

Dalam rangka menggunakan tata cara memperoleh tanah perlu diperhatikan hal-hal 

yang disebutkan dibawah mi mengingat penggunaan tata cara yang disediakan dalam 

Hukum Tanah Nasional tergantung pada: 

Status hukum yang memerlukan atau calon penerima haknya, 

Status hukum tanah yang diperlukan, 

C. Ada atau tidak adanya kesediaan yang empunya tanah untuk menyerahkan tanah yang 

bersangkutan kepada pihak yang memerlukan, 

d. Cara memperoleh tanah yang diperlukan wajib dilaksanakan dengan musyawarah 

secara langsung dengan pemegang haknya.15  

Adapun status tanah yang tersedia adalah sebagai berikut: 

a. Tanah Negara 

Tanah yang langsung dikuasai oleh negara. 

Belum pemah sama sekali dikuasai oleh pemegang hak. 

15 Sunaryo Basuki, Diktat Hukum Agraria, (Jakarta : 2001). hal 2. 
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tanah garap atau tanah yang dikuasai bukan oleh pemegang haknya tapi adanya 

suatu perjanjian. 

Berasal dari tanah hak yang sudah dibebaskan namun belum diajukan permohonan 

hak barn. 

b. Tanah Hak 

Tanah yang sudah dihaki dengan salah satu hak atas tanah. 

Tanah yang dipunyai oleh perorangan atau badan hukum artinya sudah terdapat 

hubungan hukum yang kongkrit antara subyek tertentu dengan tanahnya. 

Tanah hak dibagi menjadi :16 

Tanah Hak Primer, jems-jenis tanah haknya berupa : Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai. 

Tanah Hak Sekunder, jenis-jenis tanah haknya berupa : Hak Guna Bangunan, 

Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai atas tanah, Hak 

Menumpang. 

c. Tanah Ulayat, adalah tanah dalam penguasaan suatu masyarakat hukum adat. 

Tata Cara memperoleh Tanah menurut Hukum Tanah Nasional adalah sebagai 

berikut: 

Jika tanah yang diperlukan berstatus Tanah Negara, cara perolehannya adalah melalui 

acara permohonan hak atas tanak 

Jika tanah yang diperlukan berstatus tanah ulayat, tata caranya menurut ketentuan 

Hukum Adat yang tidak tertulis atau melalui acara pembebasan hak yang diikuti 

dengan permohonan hak atas tanah yang sesuai. 

16 Ibid., hal 16. 

23 
Pelaksanaan Pengadaan..., Checllla Yullarta, FH UI, 2008 



c. Jika tanah yang diperlukan berstatus Tanah Hak, ada beberapa cara memperolebnya, 

yaitu 

1. ada kesediaan yang empunya tanah untuk menyerahkan tanah yang diperlukan 

Acara pemindahan hak (jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng), jika yang 

memerlukan memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan, dengan dilakukannya pemindahan hak tersebut ia menjadi 

pemegang haknya yang barn. 

Acara pembebasan hak, jika yang memerlukan tidak memenuhi syarat untuk 

menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dalam acara pembebasan 

hak mi pemilik tanah melepaskan haknya bagi kepentingan pihak yang 

melakukan pembebasan tanah. Status tanah yang bersangkutan menjadi tanah 

negara, yang kemudian dimohon dengan hak atas tanah yang barn. 

2. Yang empunya tanah tidak bersedia menyerahkan tanahnya kepada pihak yang 

memerlukan, dengan acara pencabutan hak, sebagai upaya terakhir jika tanah yang 

bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum dan tidak 

dapat menggunakan tanah lain.'7  

Dalam pasal 18 UUPA menyatakan bahwa: 

"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta 
kepentingan dan rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti 
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang.-undang." 

Dalam acara pembebasan hak dan pencabutan hak, setelah diadakan pembebasan 

atau pencabutan, status tanah tersebut menjadi berstatus "Tanah Negara", oleh karena itu 

disertai dengan permohonan hak atas tanah yang baru yang sesuai dengan peruntukkan dan 

17 Sunaryo Basuki, op.cit., hal 34. 
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subyek pemegang haknya. Dalam menggunakan tata cam tersebut perlu diperhatikan pula 

peruntukkan dan penggunaan tanah yang ditetapkan olaeh pemenntah daerah setempat. 

4. Hukum Yang mengatur Pengadaan Tanah 

Di dalam pasal 27 UUPA yaitu Undang-Undang Nomor 5/1960 hanya menegaskan 

bahwa hak milik itu hapus karena pencabutan hak untuk kepentingan umum dank arena 

penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya. 

Pembebasan hak atas tanah dilakukan jika pihak yang memerlukan tanah tidak 

memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang tersedia. Pembebasan hak atas tanah 

dapat dilakukan oleh pemenntah untuk kepentingan umum dan dapat juga oleh pihak 

swasta. 

Sepanjang mengenai pembebasan tanah yag semula diatur dalam peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara 

pembebasan tanah. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dicabut oleh 

Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan umum. Keputusan Presiden tersebut pelaksanaannya 

ditunjang dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 1 tahun 1994. 

Sejak tanggal 3 Mei 2005, Keputusan Presiden Nomor 55/1993 dinyatakan tidak 

berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan 

Presiden tersebut menimbulkan ketidaksetujuan dan berbagai kalangan masyarakat karena 

dianggap kurang memperhatikan kepentingan rakyat dan dianggap banyak merugikan 
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rakyat, maka Perpres Nomor 36 tahun 2005 kemudian dirubah melalui Perpres Nomor 65 

tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 Tentang 

Pengadaan tanah Bagi Palaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

B. PERATURAN PRES1DEN NOMOR 36 TAHUN 2005 SEBAGAIMANA 

DIUBAB DENGAN PERATUI4AN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 

TENTANG PENGADAAN TANAH BAG! PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

UNTUK KEPENT1NGAN UMUM 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditetapkan dan mulai berlaku pada 

tanggal 3 Mei 2005 oleh Presiden Republik Indonesia, yang merupakan pengganti 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Berdasarkan konsideran, latar belakang dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 

36 Tahun 2005 adalah Pertama, karena menmgkatnya pembangunan untuk kepentingan 

umum yang memerlukan tanah dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan 

terhadap hak-hak yang sah atas tanah, maka pengadaannya perlu dilakukan secara cepat 

dan transparan. Kedua pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dianggap sudah tidak sesuai 

lagi sebagai landasan hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk 

kepentingan Umum. 

Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 pada hakekatnya hanya suatu intruksi 

bagi para pejabat pelaksana, yaitu berupa ketentuan mengenai apa yang mereka masing- 
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masing hat-us lakukan, jika ada suatu instansi Pemenntah Pusat atau Pemerintah Daerah 

memerlukan tanah dalam rangka melaksanakan proyeknya.'8  

Jika kita dibandingkan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dengan Keputusan Presiden 

Nomor 55 tahun 1993 maka akan didapatkan perbedaan secara substansial sebagai berikut: 

Perpres memperluas pengertian pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dengan cam memberikan ganti mgi kepada yang melepaskan atau 

menyerahkan tanah, bangunan,tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan 

tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah- Dalam Keppres, ganti mgi diberikan 

tidak terbatas kepada pihak yang melepaskan atau yang menyerahkan tanah, akan tetapi 

dalam PerPres ganti rugi juga dibenkan kepada pihak pemilik bangunan, tanaman dan 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. 

Dengan demikian pengertian pengadaan tanah path Perpres lebih sesuai dengan 

kondisi realitas yang terjadi dilapangan, yakni menghargai pihak pemilik bangunan, 

tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, disamping pihak-pihak 

yang melepaskan atau menyerahkan tanah sehingga lebih berkeadilan sosial. 

Path Perpres, kepentingan umum didefmisikan sebagai kepentingan sebagian besar 

lapisan masyarakat, sedangkan path Keppres pengertian kepentingan umum athlah 

kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pengertian kepentingan umum dalam yang 

terthpat dalam Keppres lebih memadai dan sesuai dengan pengertian yang terkandung 

dalam Pasal 18 UUPa, yakni kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan 

negara serta kepentingan bersama dan rakyat, artinya kepentingan seluruh lapisan 

18 
Boedi Harsono, Bahan Kuliah Pendaftaran Tanah Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun 2005 

mengenai Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005, (Jakarta:2005).hal 2. 
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masyarakat. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa mengukur secara kuantitatif 

makna kepentingan seluruh lapisan masyarakat dalam prakteknya, sangat sulit, bahkan 

mustahil dapat dilakukan. Pembentuk Perpres memilih memberikan pengertian 

kepentingan umum sebagai kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Dalam 

praktek dilapangan, penggunaan termimlogi sebagian besar lapisan masyarakat dapat 

menjadi bias makna, artinya sebagian kecil kepentingan masyarakat bisa saja oleh 

panitia pengadaan tanah diklaim sebagai kepentingan sebagian besar lapisan 

masyarakat. Dengan demikian untuk mencegah terjadinya multi interpretasi atas 

pengertian kepentingan umum maka pengertian kepentingan umum harus dikaitkan 

atau tidak dapat dipisahkan dari konsepsi hak menguasai dan negara atas tanah, yaitu 

dimaksudkan semata-mata untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tidak 

diperbolehkan untuk mencani keuntungan. 

3. Jika path Keppres ganti rugi didefinisikan sebagai pengganti atas mlai tanah berikut 

bangunan, tanaman Iatau benda-benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan 

atau penyerahan hak atas tanah. Dengan demikian, dalam Perpres ganti mgi 

dirumuskan sebagai penggantian terhadap kerugian, balk bersifat fisik dan/atau 

nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, 

tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat 

membenikan kelangsungan hidup yang lebih balk dan tingkat kehidupan sosial 

ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Jika dalam Keppres ganti mgi hanya 

bersifat fisik, artinya penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau 

benda-benda lain yang terkait dengan tanah akibat pelepasan atau penyerahan hak atas 

tanah. Akan tetapi dalam Perpres ganti mgi bersifat fisik dan/atau nonfisik yang dapat 
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memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dan tingkat kehidupan sosial 

ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Perlu digansbawahi bahwa ganti rugi yang 

diberikan hendaknya dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dan 

tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. Dengan kata lain, 

ganti rugi akibat pengadaan tanah tidak boleh menjadikan pihak yang melepaskan hak 

atas tanah menjadi lebih miskin atau kehidupan ekonominya leboih merosot danpada 

sebelum terkena pangadaan tanah. Prinsip penggantian kerugian seperti mi lebih sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti 

Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak atas 

Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya. PP tersebut mengatakan bahwa 

tindakan pencabutan tidak menjadikan kemunduran, baik dalam bidak sosial maupun 

ekonomi. Dengan demikian rumusan ganti rugi dalam Perpres mengalami kemajuan 

yang berarti. Meskipun sesungguhnya rumusan tersebut mengadopsi dan ketentuan 

dalam Peraturan Pemenntah Nomor 39 Tahun 1973.19 

Terdapat beberapa perbedaan pengaturan selain yang disebutkan diatas yang 

menarik untuk diangkat berkaitan dengan penulisan im, yakni dalam Perpres berkaitan 

dengan penentuan mlailharga tanah dilakukan oleh lembaga barn yaitu lembaga atau tim 

penilai harga tanah adalah lembaga/tim yang professional dan independen untuk 

menentukan nilal/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai 

kesepakatan atasjunilablbesarnya ganti rugi. Dimana hal tersebut diatas dalam Keppres 

sebelumnya tidak diatur. 

19 
Achmad Rubaie, op. cit., hal 125-128. 
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Kemudian mengenai ganti mgi dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 

disamping berupa uang, tanah pengganti, atau pemukiman kembali juga dapat diberikan 

kompensasi berupa penyertaan modal (saham) apabila pemegang hak atas tanah menolak 

bentuk ganti mgi berupa uang, tanah pengganti,atau pemukiman kembali. Dalam Peraturan 

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ditambahkan bahwa ganti rugi juga dapat berupa 

gabungan dan dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana yang telah disebutkan dan 

bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.20  

Selanjutnya mengenai lingkup obyek pembangunan untuk kepentingan umum, 

dalam Perpres kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terdiri dan atas 14 item, 

sedangkan path Perpres Nomor 36 Tahun 2005 terdin atas 21 item. Sementara itu, telah 

diubah menjadi 7 item dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006. 

Perbedaan berikutnya, pada pasal 10 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan 

bahwa jika kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat dialihkan ke 

tempat atau lokasi lain maka musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 

han kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama. Ketentuan tersebut diubah 

menjadi 120 han dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Pembatasan tersebut tithk diatur 

dalam Keppres. Pembatasan waktu musyawarah dalam Perpres seperti memberikan 

kepastian hukum bagi para pihak, terlebih lagi bagi pemegang hak atas tanah.21  

Path perkembangannya, Perpres Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah 

dengan Perpres Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 tahun 

2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum. Substansi dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 lebih menekankan path aspek 

20Ibid., hal 129. 
21 Ibid., hal 129. 
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penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah sekaligus lebih memiliki makna 

kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Meskipun demikian,terdapat substansi dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang kurang 

sesuai dengan prinsip keadilan, misalnya soal konsinyasi (penitipan) uang ganti rugi ke 

pengadilan oleh panitia pengadaan tanah jika pemilik tanah tidak menerima penetapan 

harga ganti rugi. Pemtipan tersebut tidak tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena 

belum diperoleh kesepakatan mengenai harga ganti rugi tetapi peraturan memberikan hak 

kepada panitia pengadaan tanah untuk memtipkan uang ganti rugi ke pengadilan. 

Ketentuan tersebut tidak menghargai prinsip demokrasi dan perbedaan dalam penentuan 

harga ganti rugi tanah antara pemilik tanah dan panitia pengadaan tanah.22  

Ketentuan mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum memang sangat diperlukan. Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 

36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 

sebagai pembaharu atau sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 

memang dapat dikatakan sebagai jawaban akan kébutuhan peraturan mengenai pengadaan 

tanah bagi kepentingan umum. Akan tetapi masih terdapat beberapa ketentuan dalam 

PERPRES tersebut yang perlu disempurnakan isinya agar sesuai dengan asas-asas 

peraturan hukum suatu negara hukum. 

22 Thid., hal 86. 
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C. PENGADAAN TANMI BAGI KEPENTINGAN UMUM 

Pelaksanaan pengadaan tanah pada pnnsipnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Pelaksanaan pengadaan tanah oleh 

pemerintah untuk kepentingan umum semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 

Tahun 1993, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 

Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 

Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut dilakukan dan selanjutnya 

dimiliki oleh pemerintah serta tidak untuk mencari keuntungan. Pelaksanaa pengadaan 

tanah oleh pemerintah tersebut dapat pula dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dengan ketentuan bahwa kegiatan pembangunan tersebut dilakukan dan 

selanjutnya dimiliki oleh pemerintah (BUMN) yang bersangkutan, tidak digunakan untuk 

mencan keuntungan, dan bidang-bidang kegiatan tersebut terbatas pada ruang lingkup 

kepentingan umum yang ditentukan dalam pasal 5. 

Pengadaan tanah oleh swasta diatur dalam Peraturan Menten Agraria Nomor 2 

tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh kin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi 

Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal yang merupakan tindak lanjut dan 

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tantang Tata Cara Penanaman Modal. 

Jika suatu pihak bermaksud memperoleh dan menguasai sebidang tanah tertentu 

yang berstatus tanah Hak Milik atau tanah Hak Milik Adat sedangkan ia tidak memenuhi 

syarat sebagai pemegang hak tersebut maka ditempuh dengan acara pembebasan hak. 

Undang-Undang Pokok Agrana (UU Nomor 5 Tahun 1960) tidak menjelaskan 

pengertian lembaga pembebasan tanah secara tegas dalam pasal-pasalnya. Hanya dalam 

hal sebab hapusnya suatu hak sebagaimana tertulis dalam pasal 27, 34 dan 40 UUPA 
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disebutkan bahwa hak atas tanah hapus bila dilepaskan secara sukarela oleh pemegang 

haknya. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa pembebasan tanah merupakan suatu 

pelaksanaan lebih lanjut dan adanya sifat fungsi sosial pada semua hak atas tanah.23  Dalam 

pasal 18 UUPA dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah yang dicabut untuk kepentingan 

umum akan diben ganti rugi yang layak. 

1. Izin Lokasi 

Dasar hukum izin lokasi adalah Peraturan Menteri Negara Agrarial Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang" Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi 

dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, dan Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang 

Izin Lokasi. 

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 

tentang Izin Lokasi: 

Izin lokasi adalah izin yang dibenkan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah 
yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pila sebagai izin 
pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah terebut guna keperluan usaha 
penanaman modalnya. 

Tata cam pemberian izin lokasi diatur dalam pasal 6 Permenag/Ka BPN No. 2 

Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, adalah sebagai berikut: 

Pertimbangan pemberian izin lokasi diberikan berdasarkan path aspek penguasaan 

tanah dan tata guna tanah. 

Surat keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupatilwalikotamadya atau, 

untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota 

23Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemiki ran SeputarMasalah Hukum Tanah, Jakarta: LPHI, 2005. hal 153. 
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Jakarta dengan mengadakan rapat koordinasi antar instansi yang terkait disertai 

konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon, 

dipimpin oleh Bupati/walikotamadya atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap 

olehnya. Bahan-bahan untuk keperluan rapat koordinasi dipersiapkan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan. 

c. Konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah tersebut meliputi empat aspek, 

yakni: 

Penyebaran informasi rencana penanaman modal dan ruang lingkup dampaknya, 

rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah dalam perolehan tanah. 

Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh 

penjelasan tentang rencana penanaman modal dan untuk mencari alternative 

pemecahan masalah. 

Pengumpulan informasi dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan 

lingkungan. 

Peran serta masyarakat dalam perolehan tanah berupa usulan bentuk dan besarnya 

ganti kerugian. 

Mengenai tata cam pemberian izin lokasi, untuk wilayah kabupatenlkotamadya 

ketentuan izin lokasi lebih lanjut ditetapkan oleh BupatilWalikotadya atau untuk Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala DKI Jakarta.24  

241ndonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Izin Lokasi, 
PMNA Nomor 2 Tahun 1999, Pasal 7. 
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2. Panitia Pengadaan Tanah 

Untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umurn dibentuk Panitia Pengadaan Tanah (PPT). Panitia pengadaan tanah di 

wilayah kabupaten]kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan untuk Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, Panitia Pengadaan Tanalmya dibentuk oleh Gubernur. Bila tanahnya terletak di 

dua wilayah kabupatenlkotamadya, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan bantuan 

Panitia Pengadaan Tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur dan bila tanahnya terletak 

di dua wilayah propinsi atau lebih, maka pengadaan tanahnya dilakukan dengan bantuan 

Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Menten Dalam Negen yang terdin atas 

Unsur Pemerintah dan unsur Pemerintah Daerah terkait sedangkan Panitia Pengadaan 

Tanah di wilayah kabupatenlkotamadya atau di dua wilayah kabupatenlkotamadya atau di 

DKI Jakarta, susunan keanggotaannya terdiri dan unsure parangkat daerah terkait dan 

unsur Badan Pertanahan Nasional.25  

Panitia Pengadaan Tanah bertugas mengadakan penelitian dan inventarisasi, 

menetapkan besarnya ganti mgi, memberi penjelasan dan penyuluhan, mengadakan 

musyawarah, menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti mgi, membuat berita acara 

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, mengadministrasikan dan mendokumentasikan 

semua berkas pengadaan tanah, dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.26  

Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah untuk derah kabupatenlkotamadya 

berkedudukan di Kantor Pertanahan kabupaten/kotamadya27  dan Sekretariat Panitia 

251ndonesia, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangiinan Untuk 
Kepenfingan Umum, Perpres Nomor 36 Tahun 2005, Pasal 6. 
26 Ibid Pasal 7. 
27 Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria Tenlang Peraturan Pelaksanaan Kepres No.55 ta/mn 1993 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PMNA Nomor 1 
Tahun 1994, Pasal 2 ayat (2). 
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Pengadaan Tanah Propinsi berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Propinsi28  

Apabila anggota Panitia Pengadaan Tanah ada yang berhalangan hadir dalam 

pelaksanaan tugasnya, maka ia dapat menunjuk pejabat di lingkup bidang tugasnya untuk 

mewakili pelaksanaan tugasnya tersebut dan wakil yang ditunjuk punya kewenangan 

bertindak atas nama anggota Panitia Pengadaan Tanah yang diwakilinya, namun tanggung 

jawab dalam pelaksanaan tugas tersebut tetap pada yang mewakili.29  

3. Musyawarah 

Setelah melaksanakan penyuluhan dan menetapkan batas lokasi, Panitia Pengadaan 

Tanah mengundang instansi pemenntah yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas 

tanah serta pemilik bangunan, tanaman dan/benda-benda lain yang terkait dengan tanah 

yang bersangkutan untuk melaksanakan musyawarah dalam rangka menetapkan 

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut dan menetapkan 

bentuk dan besarnya ganti rugi. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Ketua Panitia 

Pengadaan Tanah dan dilaksanakan secara langsung antara para pihak. Jika jumlah 

pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara 

efektif, maka dapat diwakili oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh pemegang hak atas tanah 

selaku kuasa dan mereka yang dilakukan secara tertulis, bermaterai cukup yang diketahui 

Kepala DesalLurah atau dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.30  

28 Ibid., Pasal 4 ayat (4). 
29 Ibid., Pasal 3. 
30Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, Perpres Nomor 36 tahun 2005, Pasal 8-9. 
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Apabila lokasi pembangunan tidak dapat dialihkan ke tempat lain, maka 

musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) han sejak 

tanggal undangan pertama. Apabila kesepakatan tidak tercapai atau terjadi sengketa 

kepemilikan setelah penetapan ganti mgi, maka Panitia Pengadaan Tanah menitipkan ganti 

mgi uang kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum lokasi yang bersangkutan.31  

Apabila kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti mgi dalam musyawarah 

telah tercapai, maka Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan Keputusan mengenai bentuk 

dan besamya ganti mgi tersebut.32  

Pengadaan tanah yang berkaitan dengan Tanah Adat, maka tata cara musyawarah 

hams mempertimbangkan tata cam pengambilan keputusan masyarakat hukum adapt 

setempat, sesuai dengan Peraturan Menten Negara Agrarial Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 5 Tahun 1999. 33 

4. Ganti Kerugian 

Secara umum, ganti mgi adalah penggantian yang diterima seseorang karena 

adanya kehilangan atas hak yang dimilikinya. Dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden 

Nomor 36 Tahun 2005: 

Ganti mgi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non 
fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, 
tanaman, danlatau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat 
memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial 
ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. 

31 Ibid.,PasallO. 
32  Ibid., Pasal Ii. 
33  Arie S. Hutagalung, op.cit., hal 168. 
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Pemberian ganti mgi sepatutnya hams tidak membawa dampak kerugian kepada 

pemegang hak atas kehilangan haknya tersebut melainkan membawa dampak pada tingkat 

kehidupan yang lebih baik atau minimal sama path waktu sebelum terjadi kegiatan 

pembangunan.34  

Interpretasi fungsi sosial hak atas tanah mengandung makna bahwa antara 

kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum hams terdapat keseimbangan dan 

dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka kepentingan 

perseorangan itu hams diakui dan dihonnati, disamping makna bahwa hak atas tanah hams 

digunakan sesuai sifat dan tujuan haknya. Misalnya menemukan keseimbangan antara 

kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Dalam ganti kerugian tanah yang 

dibebaskan, menemukan keseimbangan tersebut tidaklah mudah. Sebagai upaya 

mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah 

dikorbankan untuk kepentingan umum, ganti kerugian tersebut dikatakan adil bila tidak 

membuat seorang menjadi lebih kaya atau lebih miskin dari keadaan semula.35  

Dalam pemberian ganti mgi hams dipertimbangkan juga faktor-faktor nonfisik dan 

immaterial. Faktor yang bersifat nonfisik dan immaterial yang dapat memperburuk 

keadaanjika tidak dipertimbangkan dalam menentukan besarnya ganti mgi misalnya biaya 

pindah tempat atau pindah pekerjaan,, turunnya penghasilan pemegang hak karena proses 

pengambilalihan yang lama dan kerugian dalam hal tanah yang dibebaskan hanya sebagian 

sehingga tanah yang tersisa sulit dijual.36  

34 Ibid., hal 163. 
35Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi), (Jakarta: PT. Kompas 
Media Nusantara, 2006), hal 79-80. 
36 Ibid., hal 86. 
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Faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan ganti 

rugi selain Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tahun terakhir, adalah 

sebagai benkut 

Lokasilletak tanah; 

Status pemegang hak atas tanah 

Status hak atas tanah; 

Kelengkapan sarana/prasarana; 

Keadaan penggunaan tanahnya; 

Kerugian sebagai akibat dipecahnya hak atas tanah seseorang; 

Biaya pindah tempatlpekerjaan; 

Kerugian terhadap turunnya pengbasilan pemegang hak. 

Kriteria tersebut diatas, sebaiknya diterapkan secara obyektif agar terasa adil bagi 

pemegang hak, dan penentuan akhimya tetap melalui musyawarah para pihak yang 

bersangkutan.37  

Dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, 

menurut pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005, ganti rugi dibenkan untuk: 

Hak atas tanah 

Bangunan 

Tanaman 

Benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah 

37 Ibid., hal 81. 
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Bentuk ganti mgi tersebut diatas diatur selanjutnya dalam pasal 13 yang telah 

mengalami perubahan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang menyatakan 

bahwa bentuk ganti mgi dapat berupa: 

Uang; dan/atau 

Tanah pengganti; dan/atau 

Pemukiman kembali; dan atau 

Gabungan dan dua atau lebih bentuk ganti kémgian sebagairnana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf C; 

Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Dasar Perhitungan besamya ganti mgi didasarkan atas: 

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenamya dengan memperhatikan 

Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan pemlaian Lembaga/Tim Penilai 

Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia; 

Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di 

bidang bangunan; 

Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di 

bidang pertanian.38  

Dalam pembenan ganti mgi yang berkaitan dengan harga tanah, Peraturan Menten 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 pasal 16 ayat (1) 

memberikan pengaturan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah, yaitu 

lokasi tanah, jems hak atas tanah, status penguasaan tanah, peruntukan tanah, kesesuaian 

381ndonesia, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepenhingan Umum, Perpres Nomor 65 tahun 2006, Pasal 15. 
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penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, prasarana yang tersedia, fasilitas 

dan utilitas, lingkungan, dan lain-lain yang mempengaruhi harga tanah. 

Penetapan ganti mgi berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas tidaklah 

mengikat karena asas pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah musyawarah para 

pihak yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, yang 

menyatakan bahwa dalam rangka memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 

ganti mgi dilakukan melalui musyawarah. 

Dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, menyatakan 

bahwa musyawarah tersebut dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, 

bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah bersama Panitia 

Pengadaan Tanah dan istansi pemenntah yang memerlukan tanah dan dipimpin oleh Ketua 

pamtia Pengadaan tanah. 

Dengan adanya asas musyawarah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum, maka besarnya ganti mgi hak atas tanah bias lebih besar dari NJOP 

Bumi dan Bangunan tahun terakhir maupun lebih kecil dan itu. Untuk hal tersebut hams 

memperhatikan pasal 17 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 tahun 1994 bahwa dalam menentukan besarnya ganti mgi tidak 

menyebabkan pembahan terhadap pola hidup pemegang hak atas tanah atau tidak boleh 

mengurangi tingkat kesejahteraan pemegang hak atas tanah. 

Menurut pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 bahwa Apabila 

musyawarah mengenai ganti rugi telah tercapai, maka Panitia Pengadaan Tanah 

mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti mgi sesuai kesepakatan 

tersebut. Namun jika kesepakatan mengenai ganti mgi tidak tercapai sedangkan keperluan 
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akan tanah tersebut sangat mendesak bagi instansi yang memerlukan tanah, maka 

dilakukan penitipan uang ganti mgi ke Pengadilan Negeri setempat (konsinyasi) 

sebagaimana ternyata dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. 

Konsinyasi diatur dalam pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005, yang 

menyatakan bahwa bila musyawarah dalam hal lokasi pembangunan yang tidak dapat 

dipindahkan atau dialihkan secara teknis ketempat lain telah dilakukan dalam waktu 120 

han dan undangan pertama dan tidak tercapainya kesepakatan. Dengan mi Panitia 

Pengadaan Tanah menetapkan besarnya ganti rugi dan menitipkan uang ganti mgi ke 

Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut juga dilakukan apabila terjadi sengketa 

kepemilikan setelah penetapan ganti mgi. Selain diatur dalam undang-undang, kaidah 

hukum mengenai konsinyasi dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan mengenai penitipan uang ganti mgi tersebut. 

Dalam pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa 

konsinyasi adalah penitipan uang atau barang kepada pengadilan apabila si berpiutang 

menolak penawaran pembayaran tunai dan si berutang dan penitipan tersebut berlaku 

sebagai pembayaran dan membebaskan si berutang dan utangnya. Jadi sebenamya 

konsinyasi tersebut untuk kasus utang piutang. 

Dalam pelaksanaan ganti mgi tanah seringkali menimbulkan berbagai masalah, 

yakni salah satunya masalah dalam menentukan mlai tanah dan harga tanah yang layak. 

Pada saat menentukan mlai atau harga tanah tersebut, diharapkan Panitia Pengadaan Tanah 

dapat melakukannya secara obyektif, dalam arti tidak memihak pada salah satu pihak, baik 

instansi yang memerlukan tanah maupun pemegang hak atas tanah tersebut. 
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Secara formal sudah dijelaskan oleh beberapa peraturan mengenai langkah-langkah 

yang harus dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam menentukan harga tanah, 

namun harga tanah yang ditetapkan oleh Pamtia Pengadaan tanah tersebut hanyalah nilai 

tanah dalam lingkup yang sempit. yaitu harga pasar dalam jual beli yang merupakan nilai 

fisik-ekonomis tanah tersebut, sedangkan banyak fhktor-faktor yang seharusnya menjadi 

pertimbangan dalam menentukan nilai haka atas tanah selain dari nilai fisik-ekonomis 

semata. Faktor-faktor tersebut antara lain biaya pindah tempat, pindah pekerjaan dan 

segala permasalahan psikologis yang dihadapi keluarga yang terkena pembebasan tanah 

tensebut.39  

Selain itu, masalah umum yang biasanya terjadi adalah tidak disepakatinya bentuk 

dan jenis ganti rugi tanah antara pemegang hak atas tanah dengan instansi yang 

memenlukan tanah. Dalam kasus tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan 

untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipindahkan lokasi ke tempat lain dan tidak 

adanya kesepakatan mengenai bentuk dan besamya ganti rugi, maka uang ganti ruginya 

dititipkan ke Pengadilan Negeni setempat. Tindakan pemenntah tersebut dianggap 

bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana yang sering dipublikasikan dalam 

berbagai media masa. Dimana masyarakat pada umumnya merasa bahwa penguasa 

mengambil hak atas tanalmya dengan cara yang tidak layak. 

5. Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

Dipenlukan suatu pengaturan dalam suatu rangkaian kegiatan pengadaan tanah, 

dengan tujuan antara lain: 

mid., hal 86. 
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a. Agar pengadaan tanahnya dilaksanakan secara tertib, seperti: 

Kegiatan perolehan tanahnya di lokasi yang ditetapkan dalam izin lokasi; 

Perolehan tanahnya tidak dengan cara paksaan atau penipuan; 

Hams dengan musyawarah dan disepakati bersama besamya imbalan atau harga 

tanah dan hams layak. 

b. Mencegah terjadinya sengketa dikemudian ban yakni mencegah terjadinya cacat 

hukum, harga tanab/imbalan benar-benar dibayar lunas, dan tidak dibenarkan jika 

pemilik menandatangani kertas materai yang kosong. 

c. Melindungi si empunya tanah: 

Bahwa tanah yang dipunyai dengan hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum 

(bila surat bukti kepemilikannya lengkap atau telah bersertipikat). 

Bahwa sebagian besar belum ada surat tanda bukti haknya (belum bersertipikat).40  

Prosedur yang hams ditempuh oleh suatu instansi pemerintah yang memerlukan 

tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut: 

a. Penetapan Lokasi 

Langkah awal dalam tata cara pengadaan tanah adalah pengajuan permohonan 

penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada 

BupatilWalikotamadya melalui Kepala Kantor Pertanahan kabupatenlkotamadya 

setempat, kemudian lokasi tersebut dibebaskan oleh BupatilWalikotamadya melalui 

kantor pertanahan setempat. Jika tanah tersebut terletak di dua atau lebih wilayah 

kabupaten/kota maka permohonan penetapan lokasi itu diajukan kepada Gubernur 

40Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia, (Jakarta: Toko Gunung 
Agung, 2004), hal. 34. 
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melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Permohonan 

Penetapan Lokasi dilengkapi dengan keterangan mengenai: 

Lokasi Tanah yang diperlukan 

Luas Tanah dan Gambar Kasar Tanah yang diperlukan 

Penggunaan Tanah path Surat Permohonan yang diajukan 

Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun disertai keterangan mengenai aspek 

Pembiayaan, lama pelaksanaan pembangunan.4  

Setelah petmohonan penetapan lokasi ditenma oleh BupatilWalikotamadya, 

kemudian memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupatenlkotamadya untuk 

mengadakan koordinasi dengan ketua Bappeda Tingkat II, Asisten Sekretaris Wilayah 

Daerah Bidang Ketataprajaan dan instansi terkait untuk bersama-sama melakukan 

penelitian mengenai kesesuaian peruntukan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah. Jika tanah yang diperlukan terletak di 2 wilayah kabupatenlkotamadya, 

maka setelah menerima pennohonan Gubernur memenntahkan Kepala Kantor Wilayah 

BPN Propinsi untuk mengadakan koordinasi dengan Ketua Bappeda Tingkat I atau dinas 

tata kota, asisten sekrataris wilayah therah bidang ketataprajaan dan instansi terkait untuk 

bersama-sama melakukan penelitian mengenai kesesuaian peruntukan tanahnya.42  

Jika berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan instansi terkait menghasilkan 

kesimpulan bahwa peruntukan tanah yang dimohon telah sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah, maka BupatilWalikotamadya atau Gubernur memberikan persetujuan 

41Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PMNA/Ka. BPN No. 1 Tahun 1994, pasal 6. 
42  Thid., pasal 7 ayat (1) dan (2). 
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penetapan lokasi yang dipersiapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan kabupatenlkotamadya setempat.43  

Penyuluhan 

Setelah menenma pennohonan dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, 

Panitia Pengadaan Tanah mengundang Instansi Pemenntah tersebut untuk mempersiapkan 

pelaksanaan pengadaan tanah. Panitia bersama-sama dengan instansi pemerintah tersebut 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan mengenai 

maksud dan tujuan pembangunan sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima 

pembangunan yang akan datang. Penyuluhan tersebut dilaksanakan ditempat yang 

ditentukan pamtia dan pimpinan instansi pemenntah yang terkait. Apabila pembangunan 

tersebut berdampak penting dan mendasar path kehidupan masyarakat, maka penyuluhan 

dapat melibatkan peran serta tokoh masyarakat. Penyuluhan dapat dilakukan berulang kali 

sampai tujuan akan pembangunan tersebut tercapai.44  

Penentuan Batas Lokasi dan Inventarisasi 

Setelah Panitia Pengadaan Tanah melaksanakan penyuluhan, selanjutnya Panitia 

bersama instansi pemenntah yang memerlukan tanah dan instansi terkait lainnya 

menetapkan batas lokasi dan pengukuran nncian tanah yang terkena proyek pembangunan 

untuk kepentingan umum tersebut. Panitia selanjutnya mengadakan inventarisasi mengenai 

43  Ibid., pasal 7 ayat (3). 
44  Ibid., pasal 10. 
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bidang-bidang tanah, bangunan, tanam tumbuh atau benda-benda lain yang ada diatas 

tanah yang bersangkutan.45  

Pengumuman Hasil Inventarisasi 

Panitia mengumwnkan hasil inventarisasi yang di buat dalam bentuk daftar dan 

peta yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota lainnya. 

Pengumuman dilakukan guna untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan 

mengajukan keberatan apabila ada ketidak cocokan. Pengumuman dilakukan di Kantor 

Pertanahan kabupatenlkotamadya, Kantor Camat, Kantor Lurab/Kepala Desa selama 1 

(satu) bulan. Apabila ada keberatan dan masyarakat yang dianggap panitia cukup 

beralasan, maka panitia mengadakan perubahan terhadap daftar dan peta tersebut.46  

Musyawarah Mengenai Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi 

Panitia Pengadaan tanah mengundang Istansi Pemenntah yang memerlukan tanah 

dan pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan/tanaman dan/benda-benda lain yang 

terkait dengan tanah untuk mengadakan musyawarah dalam rangka memperoleh 

kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi 

tersebut dan kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, yang dilakukan di tempat yang 

ditentukan oleh Paniti dan dipimpin Ketua Panitia Pengadaan Tanah, dengan ketentuan 

apabila Ketua berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua.47  

Apabila setelah beberapa kali dilaksanakan musyawarah kesepakatan belum 

tercapai, maka dengan mendengarkan pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah 

41  Ibid., pasal 11. 
4'6.Ibid., pasal 13. 
47 

 Ibid., pasal 14 ayat (1) dan (2). 
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atau kuasanya, Bupati/Walikota atau Gubemur atau Menteri dalam Negeri mengeluarkan 

keputusan yang mengukuhkan keputusan Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan 

besarnya ganti rugi berupa uang dan menitipkannya ke pengadilan Negeri di wilayah 

hukum lokasi tanah yang bersangkutan. 

Selanjutnya apabila upaya penyelesaian tersebut tetap tidak diterima oleh 

pemegang hak atas tanah namun lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan maka 

Kepala Badan Pertanhan Nasional berdasarkan usul yang diterima dan 

Bupati!Walikota/Gubemur/Menterj dalam Negeri dan setelah berkonsultasi dengan 

Menteri Hukum dan HAM serta menteri dan instansi yang memerlukan tanah meminta 

Presiden untuk melakukan pencabutan hak atas tanah tersebut.48  Jika pemegang hak atas 

tanah dan benda-benda yang ada diatasnya tetap tidak menerima keputusan tersebut 

karena jumlahnya dianggap tidak layak, maka yang bersangkutan dapat mengajukan 

banding kepada pengadilan tinggi setempat. Apabila musyawarah telah tercapai 

kesepakatan maka pamtia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti 

mgi. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan pembenan ganti kerugian kepeda pemegang hak 

atas tanah, pemilik bangunan/ tanaman dan/ benda-benda lain yang berkaitan dengan 

tanah. 

f. Pelepasan atau Penyerahan dan Permohonan Hak Atas Tanah 

Surat pernyataan pelepasan hak!penyerahan tanah ditandatangani oleh pemegang 

hak atas tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta disaksikan oleh 2 

(dua) orang anggota Pamtia Pengadaan Tanah,, sedangkan yang belum bersertipikat 

48  Ibid., Pasal 18. 
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disaksikan oleh Camat dan LurahlKepala Desa setempat. Setelah pelepasan hak selesai 

dilaksanakan, maka panitia membuat Berita Acara Pengadaan Tanah. Selanjunya instansi 

pemerintah yang memerlukan tanah bertanggung jawab atas penguasaan dan pemeliharaan 

tanah yang sudah diperoleh dan wajib mengajukan permohonan hak atas tanah yang barn. 

Apabila telah terbit surat keputusan pemberian hak, maka wajib mendaftarkannya untuk 

memperoleh sertipikat hak atas tanah. 

D. ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAJI UNTUK 

PEMBANGUNAN STADION OLAH RAGA GELORA SRIWIJAYA DI KOTA 

PALEMBANG 

Pembangunan Stadion olah Raga Gelora Sriwijaya merupakan suatu proyek yang 

prestisius dan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang menelan biaya yang cukup besar 

dan diprediksi dapat menampung dengan kapasitas 36.000 orang penonton. Stadion utama 

Gelora Sriwijaya mi menjadi tempat dilaksanakannya Kegiatan Pekan Olah Raga Nasional 

(PON) XVI, sehingga pembangunan stadion im dilaksanakan secara optimal agar 

terciptanya suatu gedung olah raga yang memadai. 

Proyek pembangunan stadion olah raga mi dijadikan sebagai titik tolak percepatan 

pembangunan di Sumatera Selatan pada umumnya dan di Kota Palembang pada 

khususnya, agar dapat sejajar dengan propinsi-propinsi yang lain. Oleh karena itu pada 

kesempatan even Pekan Olah Raga Nasional (PON XVI Tahun 2004) imlah, Daerah 

Sumatera Selatan dapat menunjukkan kemajuan-kemajuan yang terjadi baik di bidang olah 

raga maupun di bidang-bidang lainnya. Stadion Olah Raga Gelora Sriwijaya mi nantinya 

bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan karena daerah mereka 
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memiliki stadion olah raga yang berstandar intemasional namun lebih dari itu masyarakat 

Sumatera Selatan dapat memanfaatkan stadion tersebut sebagai tempat untuk memacu 

prestasi di bidang olah raga. 

Pengadaan tanah dilokasi Stadion Olah Raga Gelora Sriwijaya murni di danai dan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan dan tennasuk dalam 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam hal mi, Pemerintah Daerah Propinsi 

Sumatera Selatan menganggarkan dana kurang -lebih 3 (tiga) milyar rupiah. 

1. Pengadaan Tanah Untuk Proyek Stadion Olah Raga Gelora Sriwijaya 

Pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga Gelora Sriwijaya di 

kawasan Jaka Baring Palembang banyak membebaskan tanah-tanah rakyat. Pembebasan 

tanah tersebut telah dimulai sejak tahun 1991 yang luas tanahnya kurang lebih 1200 hektar. 

Sedangkan pembebasan tanah khusus untuk proyek pembangunan Stadion Olah Raga 

Sriwijaya Jaka Baring barn terealisasi path tahun 2001. untuk pembangunan stadion utama 

memerlukan bithng tanah yang cukup luas karena dianggap sebagai proyek yang cukup 

besar. 

Kepertuan tanah untuk pembangunan fisik stadion utama adalah seluas lebih 

kurang 70 hektar merupakan kebutuhan yang mutlak untuk mewujudkan tersedianya 

fasilitas olah Raga yang memadai dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olah Raga 

Nasional (PON) XVI di Palembang Sumatera Selatan. 

Dalam rangka untuk menciptakan aspek keamanan bagi lingkungan, maka 

dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Retensi. Untuk memenuhi hal 

tersebut, maka diperlukan. pengadaan tanah yang dilakukan sebagai upaya untuk 
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pengendalian dan pengamanan lingkungan agar terhindar dari ancaman luapan air dan 

banjir 

Tanah yang digunakan untuk pembangunan stadion olah raga mi awalnya adalah 

tanah negara. Tanah negara mi merupakan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan dan 

digunakan, oleh karena itu masyarakat membuka tanah atau menggarap diatas tanah 

tersebut. Mengenai tindakan masyarakat yang menggarap diatas tanah tersebut, tidak 

adanya keberatan dan masyarakat lain/pihak manapun. Masyarakat yang menggarap 

mengajujcan pennohonan kepada lurah setempat agar dapat dibuatkannya surat pengakuan 

hak atas tanah tersebut. Kemudian karena tidak adanya pihak-pihak yang berkeberatan 

maka lurah dan diketahui oleh camat mengeluarkan surat pengakuan hak usaha. Dimana 

surat pengakuan hak usaha mi merupakan bukti bahwa masyarakat mempunyai hak untuk 

melakukan kegiatan usaha yaitu menggarap diatas tanah tersebut. Jadi, surat pengakuan 

hak tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah karena tanah tersebut 

bukanlah milik masyarakat, tetapi surat pengakuan hak tersebut hanya sebagai bukti 

pengusahaan atas tanah.49  

Tanah-tanah yang dilepaskan untuk pembangunan stadion olah raga mi, diatasnya 

banyak ditanami dengan tanaman-tanaman produksi oleh masyarakat, yang antara lain 

seperti pisang, jagung, nangka, mangga, ubi dan padi. Dimana tanaman-tanaman produksi 

tersebut mempunyai nilai jual yang cukup tinggi agar dapat meningkatkan perekonomian 

bagi masyarakat yang bersangkutan. 

Untuk pembangunan stadion olah raga mi, maka diperlukan tanah tersebut diatas, 

sehingga untuk keperluan tersebut barns ada tanda bukti kepemilikan dan tanah tersebut. 

49 Hasil wawancara dengan Herli, Kasub TU BPN Kota Palembang, pada tanggal 20 Mei 2008. 
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Dan tanah-tanah yang belum bersertipikat ini, memiliki SKT (Surat Keterangan Hak) yang 

dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh camat. Status tanah yang dibebaskan tersebut 

adalah tanah Hak Usaha yang mana masyarakat dapat menggunakan tanah tersebut untuk 

melakukan kegiatan usahalmenggarap. 

Dengan adanya pembebasan tanah untuk pembangunan stadion olah raga Gelora 

Snwijaya Jakabaring, maka masyarakat tersebut hams melepaskan tanahnya dengan 

mendapatkan ganti mgi yang layak dan sesuai dengan harga tanah serta kondisi dari tanah 

tersebut. 

2. Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang Untuk 

Pembangunan Stadion Olah Raga Gelora Snwiiaya 

Melihat kegiatan pembangunan stadion olah raga adalah untuk kepentingan umum 

maka Pemenntah Daerah Kota Palembang perlu mengupayakan agar proses pengadaan 

tanah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada Keputusan 

Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum. Namun sekarang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan 

diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 

Tahun 2006. 

Pengadaan tanah lebih tennci diatur dalam Peraturan Menten Negara 

Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 1994 tentang Ketentuan 

Pelaksana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993. Setiap kegiatan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terlebih dahulu hams dinilai dengan penetapan 

52 
Pelaksanaan Pengadaan..., Checllla Yullarta, FH UI, 2008 



lokasi atas tanah yang menurut rencananya akan dibebaskan.50Setelah penentuan lokasi 

terpilih untuk pembangunan stadion yang meliputi luas areal, batas-batas wilayah, proses 

pengadaan tanah untuk pembangunan stadion tersebut diawali dengan pemerintah daerah 

propinsi Sumatera Selatan menunjuk seorang pimpinan proyek pengadaan tanah dari pihak 

pemerintah propinsi Sumatera Selatan sendiri, dalam hal mi mengangkat seorang dari staf 

Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan yaitu staf asisten I bidang tata praja Propinsi 

Sumatera Selatan yang bernama H.M. Edwar Juliartha, S.Sos.MM. Selanjutnya pimpinan 

proyek yang telah ditunjuk im merupakan perpanjangan tangan pemerintah propinsi 

Sumatera Selatan yang bertangguang jawab terhadap proses pelaksanaan pengadaan tanah 

untuk stadion tersebut sampai dengan tanah lokasi terpilih mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap untuk dibangun. 

Setelah Pemerintah Sumatera Selatan menunjuk pemimpin proyek pengadaan tanah 

di lokasi stadion olah raga Gelora Snwijaya Jakabaring, pemimpin proyek yang 

bersangkutan selanjutnya mengajukan permohonan dan berkoordinasi dengan pemerintah 

kota Palembang, dalam hal mi adalah Walikota Palembang karena lokasi terpilih stadion 

utama di kawasan Jakabaring yang merupakan wilayah pemerintahan kota Palembang. 

Selanjutnya walikota melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang 

mengeluarkan Surat Izin Penetapan Lokasi. Surat izin lokasi yang dimaksud dalam 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 

1999 adalah suatu arahan dan pengendalian bagi daerah untuk mengalokasikan tanah-tanah 

dalam wilayahnya bagi keperluan pembangunan. Surat izin penetapan lokasi tersebut 

berupa Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 189/KPTSIBPN/2001 tanggal 12 

50A1i Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri III dan JI' (Jakarta:Prestasi 1ustaka, 2003), hal. 106. 
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Juli 2001 tentang penetapan tanah seluas lebih kurang 70 hektar di kelurahan 8 Ulu 

kecamatan Seberang Ulu I dan kelurahan Plaju Darat kelurahan 16 Ulu kecamatan 

Seberang Ulu II kota Palembang untuk stadion utama. Setelah dikeluarkannya Surat Izin 

Penetapan Lokasi, maka dibentuk suatu pamtia pengadaan tanah yang ditetapkan oleh 

Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Selatan. 

Susunan Panitia Pengadaan Tanah Kota Palembang yang terbentuk terdiri dan 

beberapa orang dan unsur pemerintah kota yang terdin dan: 

Walikota Palembang sebagai Ketua merangkap anggota; 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Wakil Ketua merangkap anggota; 

Kepala kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang sebagai anggota; 

Kepala Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Palembang, sebagai anggota; 

Kepala Dinas pertanian Kota Palembang sebagai anggota; 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang sebagai anggota; 

Camat Kepala Wilayah Kecamatan Seberang Ulu I sebagai anggota; 

Lurah Kepala Wilayah Kelurahan Silaberanti sebagai anggota; 

Asisten I Bidang Tata Praja Pemenntah Kota Palembang sebagai Sekretaris I bukan 

anggota; 

Kepala Seksi Hak-Hak. Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai 

Sekretans II bukan anggota. 

Selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah yang telah terbentuk sebelum melaksanakan 

tahapan-tahapan tugasnya terlebih dahulu bersama dengan Pemerintah Propinsi Sumatera 

Selatan yang dalam hat im sebagai penyelenggara PON XVI dan pihak yang 

berkepentingan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Stadion Olah Raga Gelora 
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Sriwijaya, melakukan penyuluhan-penyuluhan serta pendekatan sosial kepada masyarakat 

yang tanahnya terkena pembebasan untuk pembangunan stadion utama tersebut. 

Penyuluhan kepada masyarakat dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan oleh panitia 

yaitu di Kantor Camat Seberang Ulu I. Proses penyuluhan yang dilaksanakan cukup lancar 

karena masyarakat langsung dapat memahami, mengerti dan menerima rencana pemenntah 

untuk melakukan pembebasan tanah mereka dengan catatan bahwa masyarakat dapat 

memperoleh ganti mgi yang layak. 

Dengan telah dilaksanakannya penyuluhan dan masyarakat secara umum dianggap 

telah menyetujui pembebasan tanah mereka, selanjutnya panitia pengadaan tanah kota 

palembang melalui Walikota Palembang selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah Kota 

Palembang mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang isinya memerintahkan beberapa 

orang staf antara lain: 

1 (satu) orang pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang sebagai 

koordinator inventarisasi; 

10 (sepuluh) orang staf dan Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang; 

3 (tiga) orang staf dari Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Palembang; 

2 (dua) orang staf kantor Kecamatan Seberang Ulu I; 

1 (satu) orang staf Dinas Pertaman Kota Palembang; 

Lurah Silaberanti Kota Palembang; 

1 (satu) orang staf unsur proyek; 

1 (satu) orang staf Tata Pemerintahan (daftar terlampir). 

Kemudian petugas-petugas yang ditunjuk diatas secara bersama-sama melakukan 

tugasnya masing-masing, antara lain: 
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Pihak petugas dan Badan Pertanahan Nasional Kota palembang melakukan 

inventarisasi, penyelidikan nwayat, pengukuran rincian serta pemetaan untuk 

mengetahui luas tanah, status pemegang hak dan penggunaan tanah lokasi stadion 

utama secara langsung di lapangan. 

Petugas dan Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Palembang bertugas 

melakukan pengukuran dan pendataan (inventarisasi) untuk mengetahui pemilik, jenis, 

luas, kontruksi dan kondisi bangunan terdapat di atas tanah yang akan dibebaskan. 

Petugas dan Dinas Pertanian Kota Palembang bertugas melakukan pendataan 

(inventarisasi) untuk mengetahui pemilik, jenis, umur, dan kondisi tanaman yang ada 

dalam lahan pembebasan tanah tersebut. 

Petugas dan kecamatan Seberang Ulu I, Lurah Silaberanti serta petugas lainnya 

melakukan pendataan untuk mengetahui pemilik, jenis, ukuran, dan kondisi benda-

benda lain yang terkait dengan tanah yang ada diatas tanah yang akan dibebaskan. 

Pelaksanaan kegiatan inventarisasi tersebut dilakukan selama 10 (sepuluh) han 

terhitung dan tanggal 17 Juli 2001 sampai dengan 27 Juli 2001. Setelah melakukan 

pengukuran dan inventarisasi, petugas tersebut menyampaikan laporan hasil pekerjaannya 

kepada Pamtia Pengadaan Tanah Kota Palembang. 
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Tabel Hasil Pengukuran Dan Inventarisasi Tanah, Bangunan Dan Tanaman 

Tumbuh Di Lokasi Pembangunan Utama Stadion Olah Raga Gelora Sriwijaya 

Jakabaring 

- 
No Nama I MamaS Pemilik No. Pemfi 

Loss Tanab Slalus flak Alas 
Tanam Tumbuh 

_____________  
Bangunan-bangunan 

Jems Tanam 
(m2) Tanah Bidangfin2 Type Bangunan Luas (m2) 

Twnbub 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

LOKASI STADION  

Muslim 1 12.095 flak Usaba  

2 A. Basi 2 4.630 HakUsaba - - - 
3 ILAssyad 3 46.575 HakUsaha - - - - 
4 Gopar 4 2.225 HakUsaha - - - - 

Raswat 6 5.170 Hak Usaba - - - - 
6 S 

- - - 50batang 
 

Pisang - - 
(tanam tumbuh diatas persil 1) 

7 Binnan a. Pisang a. 80 batang 

(tanam tunsbuh diatas persil 1) b. Ubi Kayo b. 90 batang 

8 Bidin 
- - - Padi 1.255m2 . 

(tanam tusnbuh diatas persil 1) 
-  

9 Masssyur a. Padi a. 4.630m2 

(tanain tumbub dan bangunan diatas - - - b. Pisang 25 batang D.2 44.00 

pets0 2) Mangga c.2 batang 

10 Sahnan 

(tfluhdanbangwsandiatas - - - Padi 53.200m2 D.2 
62.00 

peasil 3) 

11 Berman 28.50 - - 
(bangunandlalaspersil 1)  

- . - D.2 

12 Piah 

(bangunan diatas persil 3) 
• - - - - D.2 24.00 

Setelah Panitia Pengadaan Tanah Kota Palembang menerima hasil pengukuran dan 

inventarisasi dari petugas, kemudian panitia melakukan pengumuman berdasarkan 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 1994 

pasal 13 kepada masyarakat kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Kota 

Palembang Nomor 580/09IPPT/2001 yang isinya: 
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Bahwa di kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang akan 

dilaksanakan Pembangunan Stadion Utama dan Waduk Retensi dalam rangka 

penyelenggaraan PON XVI di Kota Palembang. 

Bahwa dan hasil inventarisasi dan pengukuran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan 

Tanah Kota Palembang dalam rangka penyelesaian Pembebasan lahan Seberang Ulu 

Palembang, teryata terdapat tanah, bangunan, dan tanam tumbuh masyarakat yang 

terkena lokasi pembangunan stadion utama dan waduk retensi dimaksud, sebagaimana 

daftar terlampir. 

Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkan pengumuman ternyata tidak 

ada masyarakat yang mengajukan keberatan, berarti telah setuju dengan daftar 

pengumuman yang dimaksud. 

Pengumuman di alas dilakukan oleh pamtia di kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kota Palembang, bertempat dikantor Kecamatan Seberang Ulu 1, kantor Kelurahan 

Silaberanti dan di kantor Kelurahan 8 ulu Kota Palembang. 

Setelah dilaksanakannya pengumuman diatas, panitia menugaskan sejumlah 

petugas dan beberapa dinas/instansi yang terkait dan unsur pemenntahan setempat dan 

juga unsur proyek untuk melakukan inventarisasi dan pengukuran ulang tanah dilokasi 

pembangunan stadion olah raga Gelora Sriwijaya Jakabanng. Inventarisasi dan pengukuran 

Wang tanah dilokasi pembangunan stadion olah raga tersebut dilakukan dalam rangka 

menmdaklanjuti surat Lurah Silaberanti tanggal 17 September 2001 nomor 

580/36/SB/SU.112001 dan surat Lurah 8 Ulu tanggal 17 September 2001 nomor 

5 80/3 8/SU/200 1. 
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Tentang perlunya diadakan pengukuran ulang dilokasi tersebut dan juga melibatkan 

Lurah 8 Ulu dan Lurah 15 Ulu Kota Palembang yang mana wilayahnya sebagian juga 

termasuk dalam pembebasan. Secara umum komposisi instansi yang mewakili untuk 

melakukan inventarisasi dan pengukuran ulang sama seperti sebelumnya, hanya dengan 

penambahan Lurah 8 Ulu, Lurah 15 Ulu, Staf Tata Pemerintahan dan unsur proyek 

masing-masing ditambah 1 orang. 

Kegiatan inventarisasi dan pengukuran ulang dilakukan selama 7 han terhitung 

tanggal 27 September - 29 September 2001. Setelah inventarisasi dan pengukuran ulang 

selesai dilakukan, maka petugas tersebut kembali menyampaikan laporan hasil 

pekerjaannya kepada Panitia Pengadaan Tanah Kota Palembang. 

Path hasil pengukuran ulang diatas, temyata terdapat perbedaan path hasil 

pengukuran pertama. Perbedaannya terletak path hasil pengukuran luas tanah H. Arsyad 

(persil 3), yang mana path pengukuran pertama luas tanah H. Arsyad adalah 46. 575 m2 

sedangkan pada hasil pengukuran ulang luas tanah H. Arsyad adalah 53.257 m2. Setelah 

diteliti, temyata pengukuran pertama luas tanah H. Arsyad terdapat kesalahan dan yang 

benar adalah hasil pengukuran ulang yakni yang dipakai adalah 53.257 m2. 

Dalam hal pemberian ganti mgi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah 

yang mana bentuk kerugiannya dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali. 

Panitia tersebut bersama-sama melaksanakan musyawarah secara langsung mengenai ganti 

mgi tanah, tanaman, bangunan, dan benth-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan 

masyarakat yang bersangkutan thiam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan 

Pemerintah Daerah Palembang Sumatera Selatan thiam hal mi untuk proyek pembangunan 

stadion olah raga. 
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Pembenan ganti kerugian barns seimbang dengan nilai tanah, termasuk segala 

benda yang terdapat diatasnya, yang telah dilepaskanldiserahkan itu. 

Perhitungan besamya ganti rugi ditetapkan atas dasar: 

Nilai tanah yang didasarkan atas mlai nyata atau sebenamya, dengan berpedoman pada 

mekanisme prediksi harga tanah. 

Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi yang bertangguang jawab dibidang 

bangunan dengan mengacu pada standar teknis terkalt. 

Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang 

pertaman dengan mengacu pada stanthr teknis terkait.51  

Penetapan mengenai bentuk besarnya ganti rugi dilakukan dengan musyawarah 

untuk mencapai mufakat langsung antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan 

dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan berpedoman pada NJOP (Nilai 

Jual Obyek Pajak) setempat. Penetapan ganti rugi didasarkan pada harga umumnya tempat, 

sebagai yang dimonitor oleh Bupati/Walikotamadya untuk daerah tersebut. Penetapan 

jumlah ganti rugi tersebut merupakan hainbatan utama dalam penyelesaian pembebasan 

tanah.52  

Dalain proses penetapan ganti rugi mengalami masalah karena tidak tercapainya 

kesepakatan mengenai besamya ganti rugi antara Panitia Pengadaan Tanah dengan 

masyarakat yang bersangkutan. Dimana masyarakat tidak menyetujui jumlah besamya 

ganti rugi yang ditawarkan oleh panitia. Path musyawarah pertama tersebut panitia 

menetapkan besamya ganti rugi Rp. 10.000,-/m2 sedangkan masyarakat menginginkan 

ganti rugi atas tanahnya Rp. 25.000,-1m2 dan Muslim (tanah persil 1) tidak menginginkan 

511rene Eka Sihombing, Bahcrn Mala Kuliah Pengadaan Tanah, (Jakarta:2001), hal. 36. 
52Arie S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, (Jakarta:Fakultas Hukum UI, 
1999), hal. 102. 
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ganti rugi berupa uang melainkan meminta tanah pengganti/tukar guling atas tanahnya. 

Dengan demikian diadakan musyawarah kembali yang pada akhimya dapat tercapai 

kesepakatan antara panitia dengan masyarakat. Setelah tercapai kata sepakat berdasarkan 

pasal 18 Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993, selanjutnya panitia mengeluarkan 

keputusan mengenai bentuk dan besamya ganti rugi/imbalan. Dengan mi ditetapkan bahwa 

jumlah besamya ganti rugi adalah sebesar Rp. 12.000,-/m2 dan mengenai Muslim yang 

menginginkan ganti rugi atas tanahnya berupa tukar guling tanah/tanah pengganti disetujui 

oleh pemerintah. Atas keputusan pemerintah mengenai penetapan ganti rugi tersebut, 

masyarakat tidak ada yang berkeberatan serta dapat menerimanya. 

Setelah tercapai kesepakatan mengenai besamya ganti rugi antara panitia dengan 

masyarakat dan masyarakat bersedia mengosongkan tanahnya maka dilaksanakan 

pembanyaran ganti rugi. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi langsung diserahkan kepada 

masyarakat yang dilaksanakan di kantor Camat setempat, disaksikan oleh Panitia 

Pengadaan Kota Palembang. Path saat yang sama juga dilepaskan tanah, tanam tumbuh, 

dan bangunan-bangunan diatasnya oleh masyarakat yang bersangkutan. Mengenai 

pembayaran ganti rugi dan pelepasan tanah tersebut oleh panitia dibuat berita acara 

pemberian ganti rugi yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan tanah dan 

penerima ganti rugi. Tithk diperlukannya suatu Akta Pelepasan Hak (APH) tersendiri, oleh 

karenanya tidak diperlukan biaya khusus (tambahan) untuk pembuatan akta pelepasan hak 

itu. Alat bukti dan proses ganti rugi adalah tanth penerimaan ganti rugi. 

Dengan demikian, status tanah tersebut adalah tanah negara yang dalam hal mi 

dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan. Tanah Negara tersebut harus 
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dimohonkan hak barn. Hak yang mungkin akan dimohonkan oleh pemerintah adalah Hak 

Pakai 

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sampai saat mi masih dalam proses 

mengajukan permohonan hak barn. Proses pengajuan permohonan hak tersebut memakan 

waktu yang cukup lama yang dikarenakan Iuasnya tanah cukup besar dan mengingat 

terbatasnya dana tersedia yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Sumatera selatan.53  

Karena hal tersebut diatas, maka tanah yang dibebaskan tersebut masih berstatus 

tanah negara. Meskipun tanah tersebut berstatus tanah negara tetapi pemerintah boleh 

melakukan kegiatan diatas tanah tersebut yaltu melakukan pembangunan stadion olah raga 

Gelora Snwijaya. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, proses pengadaaan 

tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang Sumatera Selatan dalam 

pelaksanaannya sudah sepenuhnya berdasarkan atas ketentuan yang ada path Keputusan 

Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum. 

3. Upaya Panitia Pengadaan Tanah Dalam Mengatasi Permasalahan Yang Terjadi Dalam 

Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Stadion Olah Raga 

Persoalan tanah baik didaerah perkotaan maupun pedesaan dalam masa 

pembangunan sekarang mi telah muncul sebagai suatu masalah yang rnmit dan multi 

kompleks sifatnya, adalah wajar bilamana persoalan tanah mi mendapat perhatian yang 

sungguh-sungguh dari berbagai pihak. 

53 Hasil wawancara dengan Ratna Lelawati, Kasub. Umum dan Kepegawaian BPN Kota Palembang, pada 
tanggal 20 Mei 2008. 
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Saat im tanah sering menjadi sumber sengketa baik dikalangan sesama penduduk 

maupun antara penduduk dengan para pengusaha dan antara penduduk dengan negara. 

Sengketa tanah antara penduduk dengan pengusaha adalah berkisar pada pengadaan tanah 

untuk keperluan perusahaan dengan mengorbankan hak-hak rakyat. Dilain pihak terdapat 

sengketa tanah antara penduduk dengan negara yang kebanyakan berpangkal pada 

pengambilan tanah-tanah penduduk untuk keperluan proyek pembangunan dengan tanpa 

penggantian atau dengan penggantlan yang tidak layak. 

Path umumnya masalah-masalah yang timbul dalam pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum adalah mengenai kriteria kepentingan umum, 

penetapan besamya ganti mgi, pencabutan hak atas tanah, tumpang tindih kepemilikan 

tanah dan banyaknya spekulan tanah.54  

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga 

dibutuhkan tanah yang cukup luas dan sudah pasti akan banyak dijumpai permasalahan-

permasalahan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar thpat memecahkan dan 

mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. 

Permasalahan pertama mengenai belum adanya kesepakatan pembayaran ganti 

mgi. Dimana pada musyawarah pertama antara pihak masyarakat pemilik tanah dengan 

pihak pemerintah belum menthpatkan kesepakatan mengenai besamya ganti mgi. Dengan 

mi Panitia Pengadaan Tanah baik secara langsung maupun melalui Lurah setempat terus 

melakukan pendekatan dan musyawarah kembali dengan masyarakat pemilik tanah. Dalam 

hal mi masyarakat dibenkan kesempatan menyampaikan keinginannya mengenai bentuk 

dan besamya ganti mgi agar dithpat hasil yang disepakati kedua belah pihak sehingga 

54Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemildran SeputarMasalah Hukum Tanah, Jakarta:LPHT, 2005. hal. 17. 
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ditemukan jalan terbaik dalam penyelesaiannya. Path akhirnya masyarakat dapat bersedia 

menerima ganti mgi dan mau melepaskan tanahnya. 

Permasalahan kedua yaitu adanya penduduk setempat yang tidak mau melepaskan 

tanahnya dengan menthpatkan pembayaran ganti rugi berupa uang tetapi ia mau 

melepaskan tanahnya dengan menthpatkan ganti mgi berupa tanah pengganti/minta tukar 

guling. Dalam hal tersebut diatas, maka pemerintah menyetujui dengan memberikan tanah 

pengganti kepada masyarakat sebagai bentuk ganti kerugian atas tanah yang dibebaskan 

dengan luas tanah yang sama dan di wilayah yang sama. 

Selanjutnya pennasalahan ketiga mengenai adanya selisih luas suatu bidang tanah 

tertentu dalam proses pengukuran ulang, yakni path pengukuran pertama luas tanah H. 

Arsyad adalah seluas 46.575 m2 sedangkan path pengukuran ulang terthpat selisih yang 

mana temyata luas tanah H. Arsyad adalah 53.257 m2. Berdasarkan hasil pengukuran 

tersebut maka ukuran luas bidang tanah yang digunakan oleh Panitia Pengadaan Tanah 

adalah hasil dari pengukuran yang kedua yang dilakukan oleh panitia. 

4. Analisis Perolehan Tanah Untuk Pembangunan Stadion Olah Raga Gelora SriwijayaDi 

Palembang 

Perolehan tanah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum oleh 

pemerintah thpat dilaksanakan dengan cam pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

Tanah yang tersedia yang digunakan untuk pembangunan Stadion Olah Raga 

Sriwijaya Jakabaring tersebut adalah tanah yang tidak bersertipikat, yang pada awalnya 

adalah tanah negara. Untuk memperoleh tanah dalam pembangunan stadion olah raga 

tersebut tidak diperlukannya suatu pembebasan tanah. 
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Yang dimaksud dengan pembebasan tanah adalah suatu perbuatan melepaskan 

hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang dikuasainya dengan membenkan 

ganti kerugian atas dasar musyawarah. 55Pembebasan tanah merupakan suatu cara untuk 

menguasai tanah yang diperlukan, bila yang tersedia adalah tanah hak.56  

Tanah-tanah yang tersedia dalam rangka pembangunan stadion tersebut tidak 

memiliki alas hak/hak atas tanah. Tanah tersebut berstatus tanah hak usaha. Dimana Hak 

Usaha bukan merupakan suatu hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Pokok Agraria (IJUPA) pasal4 ayat (1). 

Status hak usaha tersebut diberikan untuk tanah yang telah digarap oleh 

masyarakat, dengan dikeluarkannya surat pengakuan hak usaha oleh Lurah dan diketahui 

oleh Camat. Surat pengakuan hak tersebut hanya merupakan petunjuk kepemilikan atas 

tanah bukan merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah. 

Berbeda halnya dengan Hak Milik. Adapun yang dimaksud dengan Hak Milik 

adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 

dengan mengingat ketentuan dalampasal 6.57Untuk memperoleh tanah dengan hak tersebut 

maka pemerintah dapat melakukannya dengan cara pembebasan/pelepasan hak atas tanah 

yang dilakukan secara musyawarah dengan kesepakatan bahwa pemilik tanah bersedia 

melepaskan tanahnya dan calon pemegang hak bersedia memberikan imbalan sesuai 

dengan kesepakatan dan harga pasaran tanah.58  

55lndonesia, Keputusan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bag! Pelakanaan Pembangunan Untuk 
Kepenhingan Umum, Keppres Nomor 55 tahun 1993, pasal I angka 2. 
56Arie S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, (Jakarta:Fakultas Hukum UI, 
1999), hal 102. 
571ndonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 5 tahun 1960, LN 
1960-104, TLNNomor 2043, Pasal 20 ayat (I). 
581rene Eka Sihombing, Bahan Mata Kuliah Pengadaan Tanah, (Jakarta:2003), hal 33. 
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Namun pada kenyataannya dalam rangka memperoleh tanah untuk pembangunan 

- stadion olah raga Gelora Siwijaya, Pemerintah Daerah Kota Palembang melakukannya 

dengan cara pembebasan/pelepasan hak yaitu pembebasan/pelepasan hak usaha walaupun 

tanah yang tersedia bukan merupakan tanah hak. Pemenntah Daerah Kota Palembang juga 

memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah mengusahakan tanah-tanah tersebut 

yang dilakukan secara musyawarah antara masyarakat yang bersangkutan dengan 

pemerintah. Tindakan pemenntah dalam memberikan ganti kerugian atas tanah-tanah yang 

telah diusahakan oleh masyarakat, dilakukan sebagai upaya pemenntah dalam memberikan 

santunan kepada masyarakat yang telah mengusahakan tanah tersebut. 

Tindakan Pemenntah kota Palembang dalam memberikan santunan kepada 

masyarakat yang mengusahakan tanah tersebut tanpa adanya alas hak telah sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria! Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 

Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

Masyarakat yang mendapatkan santunan,, pada prinsipnya tidak dapat menuntut 

kepada pemerintah mengenai besarnya mlai uang santunan ataupun meminta penggantian 

atas tanah dalam bentuk lain karena besarnya uang santunan ditetapkan oleh panitia 

menurut pedoman yang ditetapkan oleh BupatilWalikotamadya sebagaimana ternyata 

dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria! Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 1994. Namun dalam prakteknya masyarakat menuntut besarnya 

nilai uang santunan atas hilangnya tanah yang telah diusahakan karena mengakibatkan 

masyarakat kehilangan mata pencahanannya. 
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Dengan pertimbangan diatas pemerintah terlebih dahulu harus mengadakan 

musyawarah mengenai penetapan besamya mlai uang santunan secara langsung dengan 

masyarakat untuk mendapalkan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya santunan yang 

akan dibenkan kepada masyarakat yang bersangkutan. 

Mengingat masyarakat tersebut bukan merupakan pemilik dan tanah. Ganti 

kerugian yang diberikan oleh pemenntah bukan ganti kerugian atas tanahnya tetapi 

dibenkan terhadap hasil yang telah diusahakan oleh masyarakat diatas tanah tersebut yang 

dapat berupa tanaman-tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah. 

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah karena kelalaiannya dalam menjaga 

tanah negara telah memberikan santunan kepada masyarakat sebagai bentuk kompensasi 

atas hilangnya pendapatan masyarakat karena tanah yang semula mereka usahakan telah 

digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga. 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah melalui Peraturan 

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum tidak mengenal adanya uang santunan terhadap masyarakat 

yang memakai tanah tanpa adanya alas hak. Dengan demikian apabila pengadaan tanah 

oleh Pemenntah kota Palembang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Presiden tersebut 

diatas, maka pemerintah tidak akan memberikan penggantian dalam bentuk uang santunan 

alas tanah yang telah digunakan oleh masyarakat tanpa adanya alas hak tetapi masyarakat 

hanya mendapat penggantian alas apa yang telah diusahakannya diatas tanah tersebut. 

Tanah-tanah yang digunakan untuk pembangunan stadion olah raga Gelora 

Sriwijaya di Palembang bukan merupakan tanah hak, maka dapat diperoleh tidak dengan 
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cara pembebasan tanah seperti yang terjadi dalam praktek karena mengingat pada dasarnya 

tanah tersebut adalah tanah negara. 

*1 
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BAB ifi 

PENIJTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perlu digaris bawahi bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan stadion 

Olah Raga Gelora Snwijaya di kota Palembang adalah tanah negara, yang 

merupakan tanah tidur yang tidak dimanfaatkan dan tidak digunakan oleh 

pemerintah, sehingga kemudian digarap oleh masyarakat setempat, karena tidak 

adanya pihak-pihak yang berkeberatan maka dikeluarkan Surat Keterangan Hak 

(SKT) oleh Lurah yang diketahui oleh Camat. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah 

yang dilakukan oleh Pemenntah daerah untuk pembangunan stadion olah raga 

Gelora Sriwijaya di Palembang telah berpedoman path Keputusan Presiden Nomor 

55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum. Meskipun tanah- tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat 

tanpa adanya suatu alas hak/hak atas tanah, karena seperti kita ketahui SKT bukan 

merupakan tanda bukti kepemilikan alas tanah melainkan hanya sebagai petunjuk 

kepemilikan alas tanah. Akan tetapi untuk menghindan masalah-masalah yang 

mungkin terjadi dikemudian han maka Pemerintah Daerah Kota Palembang 

memutuskan untuk tetap memberikan santuna kepath masyarakat yang telah 

mengusahakan tanah tersebut. 
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2. Adapun upaya panitia pengadaan tanah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga secara 

garis besar yaitu pertama mengenai kesepakatan pembayaran ganti mgi, dalam ha! 

mi panitia membenkan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan 

keinginannya mengenai bentuk dan besarnya ganti mgi agar didapat hasil yang 

disepakati oleh kedua belah pibak sehinnga ditemukan jalan terbaik dalam 

penyelesaiannya. Kedua mengenai adanya seiisih luas suatu bidang tanah tertentu 

dalam proses pengukuran ulang, dalam ha! im Panitia Pengadaan Tanah melakukan 

musyawarah lebih lanjut sehingga untuk masalah mi telah disepakati bahwa luas 

tanah yang digunakan adalah luas tanah basil pengukuran kedua. 

B. Saran 

Disarankan kepada pemerintah daerah kota Palembang agar mempunyai kesadaran 

yang tinggi supaya bersikap tegas kepada masyarakat yang menggunakan tanah 

tanpa adanya landasan hak yakni menggarap. Diharapkan pemerintah dapat 

memberikan penjelasan dan pengertian secara tegas kepada masyarakat bahwa 

tindakan masyarakat tersebut telah melanggar asas-asas perolehan hak atas tanah 

dalam UUPA bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa adanya landasan hak 

tidak dibenarkan bahkan diancam dengan sanksi pidana. 

Disarankan kepada pemerintah daerah kota Palembang agar membuat ketentuan-

ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang tindakan 

masyarakat yang menggunakanl memakai tanah negara tanpa adanya landasan hak. 

Ketentuan tersebut dapat berisi mengenai kewajiban masyarakat untuk 
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mengosongkan tanah apabila diperlukan oleh negara, jangka waktu izin boleh 

menggunakan tanah negara dan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggar 

ketentuan tersebut. Hal im dilakukan agar dapat terhindar dan masalah serupa 

dikemudian han. 

3. Diharapkan pemerintah dapat mengkaji ulang definisi Kepentingan Umum Dalam 

Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 agar dapat disesuaikan kembali dengan 

definisi Kepentingan Umum dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, 

karena Kepentingan umum dalam KEPPRES lebih memadai dan sesuai dengan 

pengertian yang terkandung dalam pasal 18 UUPA bahwa kepentingan umum 

termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dan rakyat 

artinya kepentingan seluruh lapisan masyarakat. 
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(J 
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN 

SEKRETARJAT DAERAH PROPINSI 
Jalari Icapten A. Rivai Palembang 30129 

Palembang, 25 Jurii 2001 
Jomor 	593/2938/I 

Sifat 	: Penting 	
Kepada Yth. 

Sdr. Watikota Pajembang 
Lampiran : - 
	 di 

Prihal 	: Pemantapan Rencanu Lokasi 	 Paembajg__ ...s 
Pembebosan Lahan Seberang 

I'2-a Uan Pembentukan Panitja ki d 	 --....... 
Pengadoan Tanah (Panilla 9) 	TAN6OAL:, 25 '' 1ri• 	J Kota Palembang. 

Bersama mi disampaikan kepada Saudara bahwa pada Tahun 
Anggaran 2001 Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan tekih memprogramkan 
proyek penyetesaian pembebxson lahan yang terletak di Jakabaring 
Ke!urahan Silaberanti Kecamaton Seberang Ulu I Kota Palembang. 

Selanjutriya lahan yang tekzh dibebaskan tersebut nantinya akczn 
diperuntukan untuk pembangunan stadion utama dan waduk retens, guna 
mendukung kegiatan PON XVI di Sumatera Selutan. 

Untuk pelaksanaa,, kegiatan pembebasan lahan .dimaksud pada 
tanggal 21 Juni 2001, telab dilaksanakan pertemuan antara Pemerintoh 
Propinsi Sumatera 5etatan bersama-sama dengan Instansi terkait untuk 
memantapkan pelaksanaan pembebasan lahan. Sehubungan derigon ha 
tersebut diatas dimintakan bantuori Saudara sebagaj berikut: 

1. Kiranya dapat segera memantopkan lokasi yang akan 
dibebaskan yaitu: 

Lahan yang belum dibebaskan pada Lokasi Stadion Utama.? 
Lahan yang belum dibebaskan pada Lokasi Waduk etensi.1  

2. Menugaskari Ponitia pengadaoii tanah (panitia 9) Kota 

Palembang, untuk melaksanakan proses pembebason lahan untuk 
kepentingan Pemerintah/umum. 

bemikiari disampaikan, atas banfuan don perhatiori &iudarcx 
diucapkan terima kasih. 

A 	
5UMATERA.SELATAN 

S 	SEKR P15 bAERAH PROPINSI 
SEKRETARA * ME 

DABR 	
WA KILl, 

* 	AM - 

S.H. CN. 

MADYA 
NIP. 44ce1896 

Lembusan Yth 

I. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (ebagai laporan). 
2. Kadinas Pertanahan Propinsi Sumatera Selotan di P&ebang. 
IKadinag Pertanahan Kota Palembang di Palembang. V 
4. Arsip. 

Proyck S.U/NOTA 
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(T) 

WALIKOTA PALEMBANG 

SURAT K.EPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR 8/IflTf/Piy../ 2001 

TENTANG 

PENETAPAN TANAH SELUAS ± 70 HEKTAR Dl KELURAHAN 8 ULU, 
KECAMATAN SEBERANG ULU I DAN KELURAHAN PLAJU DARAT, 
KELURAHAN 16 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU IL KOTA PALEMBANG 
UNTUK STAD ION UTAMA 

WALIKOTA PALEMBANG 

Menimbang 	 a. bahwa 	sebagal upaya 	untuk mewujudkan 
tersedianya fasilitas olah raga dalam rangka 
penyelenggaraan PON XVI Tahun 2004 yang akan 
berlangsung di Palembang, sejalan dengan kewenangan 
Pemerintah Kota Palembang di bidang pekerjaan umum 
sebagaimana ditetapkan pada pasal 19 Peraturan Daerah. 
Kota Palembang Nomor 	22 Tahun 2000 dan Surat 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi 
Sumatera Selatan tanggal 8 Mel 2001 Nomor 
600/2631/PU.BM, perlu melakukan prenetapan tanah 
seluas ±70 Hektar untuk pembangunan Stadion Utama di 
wilayah Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I dan 
Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan 16 Ulu Kecamatan 
Seberang Ulu II. 

bahwa penetapan tanah sebagaimana dirnaksud huruf a, 
telah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang 
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 
8 Tahun 2000 tentang RTRW Kota Palembang Tahun 
1999-2009. 

bahwa untuk memenuhi rnaksud tersebut, perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Palembang. 

Mengingat 	 : 1. Undang— undang 	Nomor: 28 Tahun 1959, tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat IT dan Kotapraja di 
Sumatera Selatan. 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria. 

3. Undang-undang................ 
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tindang-undang Nomor : 23 Tahun 1997, tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Undang-undang Nomor 	24 Tahun 1992, tentang 
Penataan Ruang. 

Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang 
Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom. 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pe1aksanan Pembangunan untuk 
kepentingan Umuni. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: S Tahun 1973, 
tentang Ketentuan-ketentuan rnengenai Tata Cara 
Pemberian Hak Atas Tanah. 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 8 Tahun 2000 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang 
Tahun 1999-2009. 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nojnor : 22 Tahun 
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang. 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 Tahun 2001 
tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas pokok, ftthgsi 
dan struktur Organisasi Dinas Daerah. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 
PERTAMA 	: Menetapkan Tanah seluas ± 70 Hektar di Kelurahan S Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu I dan Kelurahan Plaju Darat, 
Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II untuk 
pembangunan Stadion Utama sebagaimana tercanturn dalam 
Peta Skala I : 20.000, merupakan lanipiran yang tidak 
terpisahkan dari. Surat Keputusan mi dengan syarat dan 
ketentuan sebagai benikut 

1. Pengadaan .................. 
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Pengadaan tanahnya harus dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalarn Keputusan Presiden RI 
Nomor: 55 Tahun 1993 Jo Peraturan Mentei-i Negara 
Agraria! Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 
1 Tahun 1994. 

Pengadaan tanahnya harus diselesaikan dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya 
Surat Keputusan mi yang dapat diperpanjang satu kali 
selama 6 (enarn) bulan. 

Untuk tanah yang telah mernperoleh persetujuan 
penetapan lokasi diwajibkan mengajukan permohonan 
Hak atas Tanah kepada Kepala Dinas Pertanahan Kota 
Palenibang. 

KEDUA 	 : Tanggung jawab dan Pengawasan terhadap pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diktum 
PERTAMA Surat Keputusan ml, dilakukan oleh Pemimpin 
Proyek Pembangunan Stadion Utama dan hasilnya dilaporkan 
kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Walikota 
Palembang. 

KETIGA 	 : Surat Keputusan ml berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan 
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Palembang 
Pada Tanggal : ! 	Juli 2001 

PATJMRANa 
- - - - 

Vy 

U S N 1. 

Tembusan disampaikan kepada Yth 

Gubernur Sumatera Selatan. 
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Propinsi Surnatera Selatan. 
Kepala Bappeda Kota Palembang. 
Kepala Dinas Pertanahan Kota Palembang 
Kepala Dinas PU Bina Marga Kota Palembang. 
Kepala Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang. 
Kepala Dinas PU Pengairan Kota Palembang 
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PEMERINTAB PROPINS1 SUMATERA SELATAN 

SEKRETAEIAT DAERAH PROPINSI TUIUJ PROYEK PENYELESAIAN PEMBEBASAN LAHAN SEBERANG  
JALAN KAPTEN A. RIVAl TELP. (0711)351044,369516,322015 FAKS. (0711)351044 —36961 

PALEMBANG 30129 

Palembang 16 Juli 2001
T~ 

Nomor 	005/SRT/PPLsU/2001. 	
Kepada Yth, Sifat 	Penting 	

Bapak Wolikota Palembang 
Lampiran 	- 	 Selaku Ketua Tins Pengadoan Tariah Perihal 	Pengukuron Lahan don Penugasan 	Kota Palembang 

Panitia 9 Kota Palembang. 	 di 

Palembang 

Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Walikota 

Palembang Nomor 189/KPTS/BpN/2001 tanggal 12 Juli 2001 fentong Penetapan 

Tanah seluas ± 70 Ha di Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I don 

Kelurahan Plaju barat Kelurahan 16 Ulu Kecatvafan Seberang Ulu II 

Kota Palembang untuk Stadion Utama don Nornot' 190/Kp15/BPN/2001 tentc2ng 

Penetapan lanai, seluas ± 40 ha di Kelurahan 8 Ulu Kelurahan Silaberanti 

Kecanatan Seberang Ulu I don Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan 16 Ulu 

Kecamatari Seberang Ulu II Kota Palembang üntuk Waduk letensi, dengan ml 

dininta bantuan Bapak terhadap hal-hal sebagai berikut: 

Untuk menugaskan panitia 9 Kota Palembang untuk melaksanakan 

Inventarisasi, Pengukurwi clan Rincikan Lahan, yang rencananya akan 

dibebaskan untuk Lokasi Wcduk/Kolam Retensi don Stadion Utoma. 

Setelol, pe(aksanaan Invenfarissj Pengukuran don Rincikan 	Lahan 

dimoksud, kiranya dapat menetapkan jadwal rapot panitia 9 untuk 

menetapkan hcirga ganti rugi lohan, mensosialisasikan serta benegosiasi 

kepada pernilik kihan yang akan dibebaskan, 

benaikion disampaikon atas perhatian don bantuan Bapak diucapkan 

terima kasih. 

L.cItPIJAN PROYEK 

€NDA NOMOR: ze'f s I DFIN.' Zobt 

L: 16 JUL 2001 Ely,, HMTE,'WARJ 

. iIPp1o2593O3 
THA, S.So, MM. 

Tembusan Yth. : 

I. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagi laporan). 
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang di Palembang. s/ 
Arsip. Pelaksanaan Pengadaan..., Checllla Yullarta, FH UI, 2008 



PANITIA PENGADAAN TANAB 
KOTA PALEMBANG 

SEKR: JALA.N KAFTEN A. RIVAl NO. 99 TELP. 350642 PALEMBANG 

SURiVF P1ItIJruj TUGJIS 	( / NOMOR : 580105 I1.)PT/2001 	( 	/ 

Walikota Palembang selaku KETIJA PANITLA PENGADMN TANAH 
KOTA PALEMBANG, 

dengari ml memerintahkan kepada 

No. N A M A DINAS [INSTANSI TKETERANGAN 
TOMO 

 

BP  

BPN Kota Palembang Petugas Pengukuran 
I KOESHARIYANTO BPN Kota Palembang Petugas Pengukuran 
4. MIZARIFUDDIN,SH BPN Kota Palembang Petugas Pengukuran 
S. M.SUDI BPN Kota Palembang 

: 	K:: Palembang ::::: ::: 
. KAHARUDDINMS 

BPN Kota Palembang Petugas Pengukuran  SUWARTO WIDIANTORO I 	BPN Kota Palembang Petugas Inventarisasi 
 ZAMILJ,A.ph 

BPN Kota Palembang Petugas Inventarisasi  DJOHARJ DARMAWAN,SH BPN Kota Palembang Petugas rnventansasi j  ABDULLAH HASYIM,SH BPN Kota Palembang Petugas Inventarisasi  ZULKIFLI Staf Kim Praswil Kota Palembang Petugas Inventarisasi  

 

UMAR 
Staf Kim Praswtl Kota Palembang 	j Petugas Inventarisasi 

JAYA PUTRA,BA Staf Kecamatan Seberang 1)lu I Petugas Inventarisasi 
IS. TUBAGUS S. Staf Kecamatan Seberang Umu I Petugas Inventarisasi   Ir.GAMIONQ Staf Dinas Pertanian Petugas Inventarisasi  NOTMAN Lurah Simaberanti Kota Palembang Petugas Inventarisasi 
IS. ZULANUN TARMIZI Unsur Proyek Petugas Inventarisasi 19. H.SYAFAWI I 	Staflata Pernerintahan Petugas Inventarisasi 

Ditugaskan untuk 	: Melaksanan Inventarisasi dan Pengukuran Rincikan Lokasi Stadion 

Utama 	dan Waduk Retensi Proyek Penyelesajan Pembebasan Lahan 

Seberang Ufu Paembang. 

Lama dalam Tugas 	: 10 (sepuluh) han. 

Terhitung Mulal 	: Tanggat 17 Juli s/d 27 Juli 2001 

Pembebanan Anggaran Segála biaya yang timbul akibat adanya Surat Tugas ini dibebankan 

pada 	Biaya Operasional Panitia 	Pengadaan Tanah Kota Palembang 

dalam Rangka Proyek Penyelesaian Pembebasan Lahan Seberang Ulu 

Palembang. 
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Keterarigan 	 a. Kepada Pegawal yang ditugaskan diwajibkan menyampaikan 

laporan hasil pekeiiaannya setelah tugas selesai. 

b. Mengaharapkan bantuan sepenuhnya kepada Pejabat di daerah 

tempat tugas demi kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud. 

Demiklanlah Surat Tugas Ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan penuh rasa 

tanggung jawab terhadap tugas yang berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Palembang, / .JuU 2001 

PANITTA PENGADMN TANAH 
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PANITIA PENGADAAN TANAH 
KOTA PALEMBANG 

SEKR: JALAN KAPTEN A. RIVAl NO. 99 TELP. 350642 PALEMBANG 

SURAT PERINTAII TUGAS 
NOKOR: 580/ iL fPP'F/0() 1 

Menindak lanjuti surat Lurah Silaberanti tanggat 17 September 2001 Nomor 
580136/SBISU.I/2001 dan surat Lurah 8 Utu tanggat 17 September 2001 Nomor 580/38f6.U/ 2001, 
PANITIA PENGADAAN TANAM KOTA PALEMBANG, dengan ml memerintahkan kepada: 

No. N A M A LMNAS /INSTANSI KETERAFGAN 

. -- HUMALDI,A.Ptnh. BPN Kota Palembang Koordlnator 
 MY.SYARKOWI BPN Kota Palembang Petugas Pengukuran 
 M[ZARIFUDDIN,St-t BPN Kota Palembang Petugas Pengukuran 
 M.SUOI BPN Kota Palembang Petugas Pengukuran 

S. SARPIN BPN Kota Palembang Petugas Pengukuran & EDY MNASIR,SH BPN Kota Palembang Petugas Pengukuran 
7. KAHARUDDIN,MS BPN Kota Palembang Petugas Pengukuran 
S. SUWARTO WIDANTORO BPN Kota Palembang Petugas Inventarisasi . WOHARI DARMAWAN,SH BPN Kota Palembang Petugas Inventarisasi 

 AODIJLLAHHASYLM:SH BPN Kota Palembang Petugas Inventarisasi 
 ZULIFLT Staf Kim Praswil Kota Palembang Petugas Inventarisasi 
 UMAR Staf. Kim Praswll'Kota Palembang Petugas Inventarisasi 
 )AYA PUTRA,B,\ Staf Kecai1natan Seberang Utu I Petugas Inventarisasi 
 TUBAGIJS S. Staf Kecamatan Seberang Ulu I Petugas Inventarisasi 

IS. Ii .MRWAISYAH Staf Dtnas Pertanlan Petugas Inventarisasi 
 lOTMAN Lurah Silaberanti Kota Palembang Petugas Inventarisasi 
 COIS014 Lurah S thu Kota Palembang Petugas Inventarisasi 

13. CIK AU ARFAN Lurah 15 thu Kota Palembang Petugas Inventarisasi 
 DRS.14'St\RSYAH Staf Tata Pernerintahan Petugas Inventarisasi 
 ACHMAD SUf-R! HAN Staf Tata Pemerinthan Petugas Inventartsasi 
 S'AFEI tinsuc Proyek Petugas Inventarisasi 

- 22. Ir.SASU RWL - 	1'ns&r Proyek Petugas Inventarisasi 

Ditugaskan ur.tuk 	: Melakwnakwi Inventarlsasl dan Pengukuran Rincikan Ulang Lokasi )alan 
Poros Arrpera Kecarr1atan Seberang thu I datam rangka pemba'aran ganti 
rugi iatan Poros Ampera. 

Lami daLim Tuça 	: 7 (tujuh) hart. 
Thrhitunq Mul& 	: Tanggai 17 September sfd 24 September 2001 
Pernbebanan Anggcta 	: Segla b!aya yang tttnbuI akibat ac rnya Surat Tugas ml dibehankan pada 

Biayd Operaslonal Panttla Pengadaa.i Tanah Kota Palembang dalm Rangka 
Proyek Pembangunan Jalan Sumatera DPU Bina Marga Tahun Anggaran 

Keerangan 	 : 2001. 
Kepada Pegawal yang. ditugaskan diwajlbkan menyampaikan laporan 
hacil pekerjaannya setelah tugas selesat. 
Mengaharapkan bantuan sepenuhnya kepada Pejabat dl daerah tempat 
tuoas demi kelancaran petaksanaan tugas dimaksud. 

D3rnlkI?nlah Surat Tuga iri diberikan kepada yang bersangkutan dengan penuh ra I tanggung 
jwab terhadap tugas yang berikan unt'ik diperguiiakan sebagaimana metinya. 

o September 2001 
TANAH 

KLEMBN 	- 
>qtuai  

/ 
I" NLS.IRUDDIN,_SH 

NIP. 010097883 

U 
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PANITIA PENGADAAN TANAH 
KOTA PALEMBANG 

SEKR: JkLAN KAPTEN A. RIVAl NO. 99 TELP. 350642 PALEMBA.NG  

	

PE N G U M U MA N 	
( 

Nomor : 580/ 0.9 /PPT(2001 

Berdasarkan Peraturan Menterj Negara Agraria / Kepala Baciari 
Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 Pasal 13, Dengan mi 

DIUM(JMKAN 

Kepada Masyarakat Kelurahan Silaberantj Kecarnatan Seberang Ulu I Kota 
Palembang : 	 - 

Bahwa 	di. 	Kelurahan 	Silaberantj Kecamatan Seberang Ulu I Kota 
Palembang akan dilaksanakan Pembangunan Stadion Utama dan Waduk 
Retensj dalam rangka penyelenggaraan PON xvi di Kota Palenhang, 

Bahwa dari hasil inventarjsasj dan pengukuran nincikan yang 
dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Palembang dalam rangka 
Proyek Penyelesajan Peinbebasari Lahan Seberang Ulu Palembang, ternya-
ta terdapat tanah, bangunan dan tanam turnbuh rnasyarakat yang terkena 
Lokasi Pembangunan Stadjon Utama dan Waduk Retensj 	dimaksud, sebagajmana daftar terlarnpir. 

Apabjia dalam batas waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkari pengu-
muman mi ternyata tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan, 
berarti telah setuju dengan daftar pengumuman dirnaksud. 

Demikjan pengumurnan mi dibuat dan diumumkan, agar sernua pihak 
mengetahuj dan menjadj rnaklum. 

	

DITETAPKAM DI 	PALEMEANG 
PADA TANGGArJ  : .O AGUSTUS 2001 

PENGADAAN TANAH 
. PAL EMBANG 

PALEMBA 

DrS.H.HUSNI, MM, 
?., 

NASIRUDDIN, SR. 
(Waki]. Ketua) 	0 	

) 

-' /. 	. 	6. Drs. ERWIN P. BAR I ....... 
(Anggota) 

77. DrS.YUNG SIRWAN 	. 
(Anggota)  

DrS.SINAR LUMBAN TOEING 
(Arggota) 

Ir.EDDY SANTANA PUTRA 
(Anggota) 

Ir.SRI DEWI TITISAR 
(Anggota) 

 

E
Nq 

CHOTMAN SILMI 	.. 
(Anggota) 

7 

A.FARHAN AS, SR .......... 
.(Sekretarjs I) 

HAJAR SAIN, SH. 
(Sekretarjs  
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR55TAI-ItJN 1993 

TENTANG 
PENGADAAN TANAH BACI PELAKSANAAN PEMBANCUNAN 

UNTUK KEPENTNGAN UMUM*) 

PRESIDEN REPUBLI K INDONESIA, 

Menimbang: 
bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan berbaai 
fasilitas untuk kepentingan umum, memerlukan bidangtanah yang cukup 
dan untuk itu pengadaannya perlu ditakukan dengan sebaik-baiknya; 
bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan met-n-
perhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip peng-
hormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah; 
bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pengadaan tanah untuk kepen-
tingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan untuk tingkat 
pertama ditempuh dengan cara musyawarah Iangsung dengan para 
pemegang hak ata tanah. 

Mengingat: 
I. PasaI4 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945; 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2043); 
Undang-Undang Nomor 51 Prp  Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian 
Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 
1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106); 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas 
Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 
1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negarallomor 2324); 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pernerintahan 
di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negarallomor 3037); 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

Ketentuan pelaksanaan KEPPRES mi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ 
Kepala BPN Nomor 1 / 1 994 (02). 
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(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3501); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tantang Penguasaan Tanah- 

tanah Negara (Lenibaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negarallomor 362); 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 28, Tambahan Lembaran Nagara 

Nomor 2l7l); 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinator Kegiatan 
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negára Tahun 1988 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADA- 
AN TANAH BAG! PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KE-
PENTINGAN UMUM. 

Bab I 

Dalam Keputusan Presiden mi yang dimaksud dengan: 
I. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk rnendapatkan tanah 

dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah 

tersebut. 
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan metepas- 
kan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah 
yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musya- 

warab. 
Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat. 
Pan itia Pengadaan Tanah adalah pan itia yang dibentuk untuk membantu 
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingafl 

umurn. 
Musyawarah adalah proses atau kegiatan sating mendengar dengan Si- 

kap sating menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas ke-
sukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang merner-
tukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti kerugian. 
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Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah sebagaimana diatur da-
lam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Po-
kok-pokok Agraria. 
Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, 
tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai 
akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

Babli 
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH 

Pasal 2 
(I) Ketentuan tentang pengadaan tanah dalarn Keputusan Presiden mi 

semata-mata hanyadigunakan untuk pernenuhan kebutuhan tanah bagi 
pelaksanaan penibangunan untuk kepentingan urnum. 
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 
urnum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penye-
rahan hak atas tanah. 
Pengadaan tanah selain untuk pelaksanaan pembangunan untuk ke-
pentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan carajual-beli, 
tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pi-
hak-pihak yang bersangkutan. 

Pasal3 
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan 
untuk kepentingan urnum dilakukan berdasarkan prinsip penghorrnatan 
terhadap hak atas tanah 

Pasal 4 
Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diper-
lukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan urnum 
hanya dapat dilakukan apabila penetapan rencana pembangunan 
untuk kepentingan urnum tersebut sesuai dengan dan berdasar 
pada Rencana Umum Tata Ruang yang teláh ditetapkan terlebih 
d a h u 1 u. 
Bagi Daerah yang belum menetapkan Rencana Umum Tata Ruang, 
pengadaan tanah sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) dilaku-
kan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah 
ada. 

mo 
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Pasal 5*) 
Pembangunan untuk kepentingan umurn berdasarkan Keputusari Presiden 
iiii dibatasi untuk: 
I. 	Kegiatan pembangunan yang dilakukandan selanjutnya dim iliki Peme- 

rintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, dalarn biclang-
bidang antara lain sebagai berikut: 
a. Jalan urnum, saluran pembuangan air; 
h. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk 

saluran irigasi; 
Rumah Sakit Urnum dan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat 
Pelabuhan atau bandar udara atau terminal; 
Peribadatan; 

j Pendidikan atau sekolahan: 
Pasar Umurn atau Pasar INPRES; 
Fasilitas pernakaman umum; 
Fasilitas keselarnatan umum seperti antara lain tanggul penang-
gulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana; 
Pos dan Telekomunikasi: 
Sarana olah raga: 

1. Stasiun penyiaran Radio, televisi beserta sarana pendukungnya; 
in. Kantor Pemerintah; 
n. Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

2. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum selain yang dirnaksud 
dalam angka I yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Bab Ill 
PANITIA, MUSYAWARAH, DAN GANTI KERUGIAN 

BagianPertama 	It 

Panitia Pengadaan Tanah 

Pasal 6 
(I) 

	

	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan 
Pan itia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I. 

* ) Mecigenal pengertian 	kepcntiiigan urnum" hubungan dengan lnstruhsi Presiden 91 

1 973 (G 7) dan Penjelasan U mum 1J 1)20/1961 (G I ). 
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Panitia Pengadaan Tanah dibentuk di setiap Kabupaten atau Kotama-
dya Daerah Tingkat 11. 
Pengadaan tanah berkenaan dengan tanah yang terletak di dua wilayah 
Kabupaten/Kotamadya atau Iebih, dilakukan dengan bantuan Panitia 
Pengadaan Tanah tingkat Propinsi yang diketaliui atau dibentuk oleh 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, yang suSuna.n 
keanggotaannya sejauh mungkin mewakili Instansi-instansi yang ter-
kait di Tingkat Propinsi an Daerah Tingkat II yang bersankutan.g  

Pasal 7 
Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) 
terdiri dan: 

Bupati/Walikotarnadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merang-
kap anggota; 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagai Wakil Ketua 
merangkap anggota; 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai anggota; 
Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang 
bangunan, sebagai anggota; 
Kepala Instansi Pernerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang 
pertanian, sebagai anggota; 
Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana rencana dan 
pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai .anggota; 
Lurah/Kepata Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah di mana 
rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai 
anggota; 

Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pemerintahan atau Kepala 
Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati/Walikotamadya sebagai 
Sekretaris I bukan anggota; 
Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotarnadya sebagai 
Sekretaris II bukan anggota. 

Pasal 8 
Panitia Pengadaan Tanah bertugas: 

mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanamari, 
dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya 
akan dilepaskan atau diserahkan; 
rnengadakan penelitian rnengenai status hukum tanah yang hak atasnya 

II 
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akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; 
menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak 
atasnya akan dilepaskan atau diserahkan; 
memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas ta-
nah mengenai rencana dan tujuan pengàdaan tanah tersebut 
mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan 
Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan 
bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian; 
menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para 
pernegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain 
yang ada di atas tanah; 
membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

Bagian Kedua 
Musyawarah 

Pasal9 
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pernbangunan untuk kepentingan umurn 
dilakukan rnelalui musyawarah.*) 

Pasal 10 
Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas 
tanah yang bersangkutan dan instansi Pernerintah yang memerlukan 
tanah. 
Dalam haljumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan ter-
selenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagai-
maria dimaksud dalam ayat (I) dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah 
dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil 
yangditunjuk di antara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang 
sekaligus bertindak selaku kuasa mereka. 
Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dipimpin oleh Ke-
tua Pan itia Pengadaan Tanah. 

Pasal 11 
Musyawarah dilakukan di tempat yang ditentukan dalarn surat undangan 

* ) Tujuan musvawarah adalah untuk mencapai Lesepakatan mengenai penyerahan 

tanahnya dan bentuk serta besarnya imbalan. 
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Pasal 12 
Ganti kerugian dalarn rangka pengadaan tanah diberikan untuk: 

hak atas tanah; 
bangunan; 
tanarnan; 
benda-benda lain, yang berkaitan dengan tanah. 

Pasal 13 
Bentuk ganti kerugian dapat berupa: 

uang; 
tanah pengganti; 
pemukirnan kembali; 
gabungan dad dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dirnak-
sud dalarn huruf a, hurufb, dan hurufc; dan 
bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan 

Pasal 14*) 
Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat 
diberikan dalarn bentuk pembangunan fasilitas urnum atau bentuk lain yang 
bermanfaat bagi masyarakat setempat. 

Bagian Ketiga 
Ganti Kerugian**) 

Pasal 15 
Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar. 	* 

harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan 
memperhatikan nilaijual obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang terakhir 
untuk tanah yang bersangkutan; 
nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi Pemerintah Daerah yang 
bertanggung jawab di bidang pertanian; 
nilai jual tanaman yang ditaksir oleh instansi Pemerintah Daerah yang 
bertanggungjawab di bidang pertanian. 

Pasal 16
** 
 

Bentuk dan besarnya ganti kerugian atas dasar cara perhitungan.dirnak- 

Lihat Pasal 4 Permeneg Agraria/Ketua BPN 5/1999 (B7). 
) Lihat asas unium dalarn Penjelasan Umurn PP 39/1973 (G6). Keadaan sosial dan 

ekonorni pihak yang menyerahkan tanahnya tidak boleh menjadi mundur. 
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sud dalam Pasal 15 ditetapkan dalam musyawarah. 

Pasal 17 
(1) Ganti kerugian diserahkan langsung kepada: 

pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya yang sah; 
nadzir, bagi tanah wakaf. 

(2) 	Dalam hal tanah, bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan 
tanah dim iliki bersama-sama oleh beberapa orang, sedangkan satu atau 
beberapa orang dari mereka tidak dapat ditemukan, maka ganti kerugian 
yang menjadi hak orang yang tidak dapat diketemukan tersebut, di-
konsinyasikan di Pengadilan Negeri setempat oleh instansi Pemerintah 
yang memenlukan tanah. 

Pasal 18 
Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak 
atas tanah dan instansi Pemenintah yang memenlukan tanah, Panitia Pengadaan 
Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti keru-
gian sesual dengan kesepakatan tersebut. 

PasaII9 
Apabila musyawarah telah diupayakan berulangkali dan kesepakatan 
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia 
Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya 
ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pendpat, keinginan, 
saran, dan pertimbangan yang benlangsung dalam musyawarah. 

Pasal 20 
Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia 
Pengadaan Tanah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat I disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab 
dan alasan keberatan tersebut. 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I niengupayakan penyelesaian 
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tersebut, dengan meni-
pertimbangkan pendapat dan keinginan semua pihak. 
Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang 
hak atas tanah serta pertirnbangan Panitia Pengadaan Tanah, Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan keputusan yang dapat 
mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah 

HE 
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mengenal bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang akan diberi - 
kan. 

Pasal 21*) 
(I) Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I tetap tidak diterirna oleh pernegang hak atas tanah dan lokas i 
pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dip indahkan, maka Gu-
bernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan mengajukan usul 
penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah sebagaimana di-
atur dalarn Undang-Undang Nornor 20 tahun 1961 tentang Pencabutari 
Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.**) 
Usul penyelesaian sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) diajukan oleh 
Gubernur Kepala Daerah kepada Menteri AgrarialKepala Badan Perta-
nahan Nasional rnelalui Menteri Dalarn Negeri, dengan tembusan ke-
pada Menteri dari instansi yang mernerlukan tanah dan Menteri Keha-
kiman. 
Setelah menerirna usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalarn ayat 
(1) dan (2), Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional 
berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri dari instansi yang 
mernerlukan tanah, dan Menteri Kehakirnan. 
Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah disarnpaikan 
kepada Presiden oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanah-
an Nasional yang ditandatangani serta oleh MenteriDalarn Negeri, 
Menteri dari instansi yang mernerlukan pengadaan tanah, dan Menteri 
Kehakiman. 

Terhadap tanah yang digarap táiipa izin yang berhak atau kuasanya, penye-
Iesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 
1960 tentang Larangan Pernakaian Tanah Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. 

BablV 	. 
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL 

Pasal23 
Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan 

* ) 	Peinegaiig hak atas tanah tetap berhak uiuk menolak keputusan Gubernur. 
Lihat G3. 

***) Liliat El. 
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tariah yang Iuasnya tidak Iebih dan 1 (satu) Ha, dapat dilakukan Iangsung 
oleh instansi Pemenintah yang mernenlukan tanah dengan para pemegang 
hak atas tanah, dengan carajual beli atau menukar atau cara lain yang dise-
pakati kedua belah pihak. 

BabV 
KETENTUAN PENUTUP 

PasaI24 
Dengan berlakunya Keputusan Presiden mi, maka dinyatakan tidak benlaku 
lagi: 

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 15 Tahun 1975 tentang Keten-
tuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. 
Peraturan Menteri Dalani Negeri Nornor 2 Tahun1976tentang Penggunaan 
Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembe-
basan Tanah oleh pihak Swasta. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 tentang Tata Cara 
Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah 
Kecamatan. 

Pasal 25 
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi Pelaksanaan Keputusan Pre-
siden mi, dilakukan oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
setelah pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.*) 

Pasal 26 
Keputusan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal 17Juni 1993 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 
(Soeha rto) 

Peraturan Meneg Agraria/KI3PN 1/1994 (G2). 
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.Pep Nomor 36 Tahun 	tanggateIL2QQ) 

DENGAN RAHMATTtJI-(AN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPIJBUK INDCS4ESLA, 

Menimbang: 
a. Lahwa dengan menIngkabya pembangunan untuk kepenungan 

umum yang meukan tanah, maka pengadaannya peilu dflakukan 
secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip 
penghomiatan tethadap hak-hak yang sah atas tanah; 

0. bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepenngan umum sebagatmana telah dltetapkan dengan Keputusan 
Presiden No. 55 Tahun 1993 sudah Udak sesual sebagal landasan 
hukum dalam rangka metaksanakan pembangunan untuk 
kependngan.umum; 

c. bahwa bérdasarkañ pertimbangan huruf a dan huruf b, peilu 
menetapkan Perabiran Presiden tentang PengadaanThnah Bagi Pelak- 
sanaan Pembangunàn Untuk Kepentingan Umum; 

Mengtngat: 
Pasal 4 ayat (1) tindang-Undang Dasar Negara Repubilk Indonesia 
Tahun 1945 (UNNo. 7137/ial. 18-78); 
Undang-undang No.5 Thhuri 1960 (fiN No. 523 hal. 13A-14A 
dst);tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraila (LN RI Thhun 
1960 No. 104,TLN No. 2043); 
Undang-undang No.51 Pp.1hun 1960 tentang Larangan Pemakatan 
Tanah Tanpa IzIn Yang Bethak Atau Kuasanya (IN RI Tahun 1960 
No. 158, TLN No. 2106); 
Undang-undang No. 201hun 1961 (SJVN0. 679 hal. 7A)tentang 
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada DI 
Atasnya(LN RI Thhun 1961 No. 288, TIN No. 2324); 

S. Undang-undang No. 24 Thhun 1992 (SN No. 5329 hal. 25-55 
dst)tentang Penataan Ruang (IN RI Tahun 1992 No. 115, TIN No. 
3501); 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan: 
PERATURAN PtESIDEN TENTANG PENGADAAN TANAH SAG! 
PELAKSANAAN PEMSANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

BABI 
KETENPJAN IJMUM 

Pasall 
Dalam Peraturan Presiden ml yang dimaksud dengan: 

Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemetintah, .adaiah 
Presiden Repubilk Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
datam Undang-undang Dasar Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945. 
Pemertntah daerah adalah Cubemur, Supati, atau Wailkota, dan 
perangkat daerah sebagal unsurpenyeienggara pemeintahan daerah. 
Pengitanj adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah 
dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau 
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah atáu dengan pncabutan hak atas tanah. 
Rencana Tata Ruang Wiiayahadalah hasil perencanaan tata ruang 
wflayah. 
Kepentlngan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan 
masyarakat. 
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan 
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah 
dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas 
dasar musyawarah. 
Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan;  tana-
man, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah 
perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyal 
hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan serta tanaman yang 
ada di atas tanah.. 

3. Hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebagalmana diatur 
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar. 
Pokok-pokok Agrarla. 

9. Panitla Pengadaan Tanah adalah panitla yang dibentuk untuk 
membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pernbangUflafl untuk 
kepentingan umum. 	 . 
Musyawarah 'adaiah keglatan yang mengandung proses saVing 
mendenga; sating memberl dan saling menerima pendapat, serta 
keinginan untuk mencapal kesepakatan mengenal bentuk dan 
besamya ganti tug! dan masaiah lain rang berkaitan dengan kegiatan 
pengadaan tanah atas dasark•esukareiaan dan kesetaraan antara 
pihak yang mempunyal tanah,angunan, tanaman, dan benda-benda 
lain yang berkaitan dengan pah dengan pihak yang memedukan 
tanah. 
Ganti nigi adalah penggantiank

yan 

adap keruglan baikberstfatflsik 
dan/abu non tisI sebagal akpengadaan tanah kepada yang 
mempunyal tanah, bangunan, 	man, darValau benda-benda lain 
yang berkaltan dengan tanah 	dapat membedkan kelangsun- 
gan hidup yang iebih balk dad Ungkat kehidupan soslai ekonomi 
sebelum terkena pengadaan tanah. 
Lembaga/Tim Penilal Harga 1nahadaiah lembaga/Um yang 
profeslonai dan mndependen untuk menenbikan nhlal/harga tanah yang 
akan digunakan sebagal dasar guna mencapal kesepakatan atas 
jumiah/besarnya ganti rugi. 

BASIl 
PENGADMNTANA}! 

PasaiZ 
(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untukkepentln-

gan umum oieh Pemerintan atau pemerintah dacrah diaksanakan 
dengan cara: 

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau 
pencabutan hak alas tanah. 

(2) Pengadaan tanah seiatn bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh Pemerintah atau pemerintah daerah 
diiakukan dengan cara jual bell, tukar menukar, atau cara lain yang 
disepakati secara sukarela oieh pihak-pihak yang bersangkutan. 

Pasai3 
Petepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) diiakukan b asarkar prmnslp penghorrna-
tan terhadap hak atas tanah. 
Pencabutan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf b d!iakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 20 
Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Alas Tanah Dan Benda-
benda Yang Ada Di Atasnya. 

Pasal 4 
(t) Pengadaan dan rencana pemenuhan kebubihan tanah yang diperlu-

ken bagi peiaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya 
dapat dilakukan apablia berdasarkan pada Rencana ibta Ruang 
Wiiayah yang tetah ditetapkan Iabih dahuiu, 

(2) Bagi daerah yang behum menetapkan Rencana Tata Ruang Whlayah, 
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dflakukan 
berdasarkan perencanaan ruang wilayah ataukota yang teiah ada. 

(3) Apabila tanah tetah ditetapkan sebagal lokasi pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat 
keputusan penetapan loka5i yang ditetapkan oteh Bupath/Wailkota 
atau Gubemur, make bagi siapa yang Ingin metakukan pembelian 
tanah dl atas tanah tersebut, teriebih dahuiu harus mendapat 
persetujuan tertuiis dad Bupati/Wailkota atau Gubemur sesuai 
dengan kewenangannya. 
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PasaiS 
Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan 

Pemerintah atau pemerintah daerah meliputi: 
a. jatan umum, Jatan tot, ret kereta apt (dl atas tanah, di ruang atas 

tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, 
saiuran pembuangan air dan sanitast; 

.b. waduk, bendungan, bendung, trlgast, dan bangunan pengairan 
tainnya; 
rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; 

4. 	peiabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal; 
. peribadatan; 

pendidikan atau sekolah; 
i, pasarumum; 
i. 	fastiltas pemakaman umum; 

fasliltas kesciamatan umum; 
pos dan telekomuntkasl; 
sarana otah raga; 
stasiun penylaran radio, tetevtsl dan sarana pendukungnya; 

n, kantor Pemerintah, pemerintah daerah, perwakitan negara asing, 
ersertkatan B ngsaBangsa, dan atau lembäga4embaga intemaston- 

at di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa; 
fasltitas Tentara Naslonal Indonesia dan Kepoitstan Negara Republik 
Indonesta sesual dengan tugas pokok dan tsngsinya; 
tembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan; 
rumah susun sederhana; 
tempat pembuangan sampah; 
cagar atàm dan cagar budaya; 
pertamanan; 
panti soslat; 
pembangklt, fransmtsl, dI*tbust tenaga fistrik. 

843111 
PANrrrA, MUSYAWARAK, DAN GANTI RUGI 

Baglan Pertama 
Panttla Pengadaan Tanah 

Pasai6 
) Penadaan tanah untuk kepentingan umum di wllayah kabupatenf 

kota dliatwkan dengan bantuan panitta pengadaan tanah kabupater 
kota yang dtbentuk o!eh Bupati/Watikota. 

) Panitta pengadaan tanah Pmvinst Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
diberThik oteh Guberntrn 

.) Pengadaan tanah yang t&etak di dua wttayah kabupaten/kota atau 
tebih, dilakukan dengan bantuan panitla pengadaan tanah provinst 
yang dlbéntukoieh Gubemuc 

4 Pengadaan tanah yang tertetak di dua wltayah provtnsl atau teblh, 
dflakukan dengan bantuan panitfa pengadaan tanah yang dibentuk 
oteh Menterl Datarn Negeil yang terdiri abs unsur Pemerintah dan 
unsur Pemetinh daerah terkalt. 
Susunan keanggotaan panitla pengadaan tanah sebagalmana 
dimaksud pada ayat (1),-ayat (2), dan ayat (3) tertitrl abs unsur 
unsur perangkatdaerah terkatt. 

Pasatl 
Panitta pengadáan tanah bertugas: 

mengadakan penelitlan dan lnventartsast abs tanah, bangunan, 
tanaman danbenda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah 
yang haknya akan ditepaskan atau dterahkan; 
mengadakan penéfitian mengenal status hukum tanah yang haknya 
akan ditepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya; 
menaksir dan mengusuikan besamya ganti rugt abs tanah yang 
haknya akan dltepaskan atati diserahkan; 
memberikanpenjetasan atau penyuiuhan kepada masyarakat yang 
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah 
mengenal rencana dan tujuan pengadaan .tanah tersebut daiam 
bentuk konsuttast pubtik balk meiatut tatap muka, media cetak 
maupun medta etektrontk agar dapat diketahut oteh seturuh 
masyarakat yang tericena rencana pembangunan dan/atau pemegang 

'hak abs tanah; 

mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah 
dan trctansl Pemertntah dan/atau pemerintah daerah yang 
rnemeriukan tanah daiam rangka menetapkan bentuk dan/atau 
besamya ganti rugi; 
menyakstkan petaksanaan penyerahan ganti rugt kepada para 
pemegang hak abs tanah, bangunan, ta1iaman, dan benda-benda 
lain yang ada di abs tanah; 
membuat berita acara petepasan atau penyerahan hak abs tanah; 
mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas penga-
daan t"nah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten. 

Bagtan Kedua 
Musyawarah 

	

\ 	 Pasal8 
Pengadaantnah bagt petaksanaan pembangunan untuk kepénti n-
gan umum diia'icjkan melatut musyawarah datam rangka memperoieh 
kesepakatan mgenal: 
a. pelaksanaan 3çmbangunan untuk kepentingan umum di tokasi 

	

tersebut 	" 
¼ b. bentuk dan besarnya ganti nigt. 

Musyawarah ditakukan dt tempat yang dttentukan datam surat 
undangan. 

Pasal9 
Musyawarah dttakukan secara tangsung antara pemegang hak abs 
tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkattan 
dengan tanah bersama panttla pengadaan tanah, dan Instansi Pemer-
tntah atau pemerintah daerah yang memertukan tanah. 
Datam hal jumtah pemegang hak abs tanah tidak memungldnken 
tersetenggaranya musyawarah secara efekth maka musyawarah 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) clitaksanakari o!eh panttla 
pengadaan tanah dan Instansi Pernertntah atau pemezlntah daerah 
yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk dl antara 
dan oteh para pemegang hak atas.tanah, yang selcaHgus bertindak 
setaku kuasa mereka. 

(3)Penunjulcan waldt atau kuasa dart para pemegang hak sebagalmana 
dlmaksud pada ayat (2) harus ditakukan secara tertutts, bermateral 
cukup yang dilcetahut oieh $pata Dea/Lurah atau suratpenunjukan/ 
kuasa yang dlbuatdl hadapanpejabat yang berwenang. 
Musyawarah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diptmptn otch ketua panitla pengadaan tanah. 

PasatiO 
Datam hat kegtatan pembangunan untuk kepenungan umum yang 
Udak dapat dlalthkan atau dlpindahkan secara teknts tab ruangke 
tempat atau lokasi lain, maka musyawarah dllakukan datam jangka 
waktu paling tama 90 had katendertertdwng sejaktanggal undangan 
pertama. 
Apabila seteiah diadakan mu.cyawarah sebagalmana dlmaksud padà 
ayat (1) Udak tercapal kesepakatan, panitta pangadaan tanah 
rnenetapkan bentuk dan besamya ganti nigt sebagalmana dimaksud 
dalam Pasat 13 dan menitfpkan ganti rugt uang kepada pengadilan 
negerl yang wltayah hukumnya metiputt lokasi tanah yang bersang- 

Apabia teiladt sengketa kepemitikan seteiah penetapan ganti rugt 
sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), maka panttla menitfpkan uang 
ganti rugi kepada pengadlian negerl yang wtiayah hukumnya metiputi 
tokast tanah yang bersangkutan. 

Pasat 11 
Apabita daiam musyawarah telah dicapat kesepakatan antara 

pemegang hak abs tanah dan tnstansl Pemeilntah dan/atau pemer-
intah daerah yang memertukan tanah, panitla pengadaan tanah 
mengeivarkan keputusan mengenat bentukdan besamya ganti nigt sesuat 
dengan kesepakatan tersebut 
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Pasal 17 
Pemegang hak atas tanah yang tldak.menenlma keputusan panttla 
pengadaan tanah dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/ 
Waltkota atau Gubernur atau Mentenl Dalam Negenl sesual 
kewenangan dlsertal dengan penjelasan mengenal sebab-sebab dan 

atasan keberatan tersebut. 
Bupati/Walikub atau Gubernur atau Mentert Dalam Negenl sesual 
kewenangan mengupayakafl penyetesalafl mengenat bentuk dan 
besarnya ganti rugt tersebut dengan rnempertlmbangkan pendapat 
dan keinginan dart pemegang hak atas tanah atau kuasanya. 
Setetah mendengar dan mempelajart pendapat dan kelnglnan 
pemegang hak atas tanah serta pertimbangan panitla pengadaan 
tanah, Bupati/Walikota atau Gubemur atau Mentert Dalam Negert 
sesual kewenangan mengetuarkan keputusan yang dapat 
mengukuhkan atau mertgubah keputusan panitia pengadaan tanah 
mengenat bentukdan/at3U besannya ganti rugi yang akan dtbentkan. 

 

 

() 

pasal 13 
.pabfla upaya penyeiesalafl yang ditempuh Bupati/WalikOta atau 

Gubemur atau Mentert Dalam Negert tetap Udak ditertma oleh 
pemegang hak atas tanah dan .iokast pembangunan yang 
bersangkUtafl tidak dapat diptndahkan, maka Bupati/WalikOta ate'.' 
Gubemur atau Menteil Dalam Neged sesual kewenangan mengajukan 
usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah 
berdasarkan Undang-undaflg Nomor 20 1hUn 1961 tentang 
Pencabutan Hak-hak Atas 1nah Dan Benda-benda Yang Ada Dl 
Atasnya. 
Usut penyetesaian sebagatmana dlmaksud pada ayat (1) dlajukan 
óleh Bupati/Watikota/Gubemur/Meflted Dalam Negeil sesuat kewe-
nangan kepada Kepata Badan Pertanahan Nasioflal dengan tembusan 
kepada mentert dan Instansi yang memertukan tanah dan Menteri 

\ 	Hukum dan ilak Mast Mailusla. 
\(3) Setalah menertma usul penyelesalan sebagatmafla dlmaksud pada 

\ ayat (1) dan ayat (2), Kepata Badan Pertanahan Nasloflal berkon-
\u1tasl dengan mentent dart Instansi yang memertukafl tanah dan 

Mentent Hukum dan Hak Mast Manusta. 
(4) Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah tersebut 

disampalkan kepada Presiden oleh Kepata Badan Peitanahan Naslor.al 
yang ctit3ndatanganl oleh mentert dart Instansi yang memertukan 
tanah, dan Mentenl Hukurn dan Hak Mast Martusla. 

Bagtan Ketiga 
Ganti Rugi 
Pasal 12 

Ganti rugi datam rangka pengadaan tanah diberikan untuk: 

hak atas tanah; 
bangunan 

c tanaman; 
d, 	benda-benda lain yang berkaitafl dengan tanah. 

Pasal 13 
(1) Bentuk ganti rugi dapat berupa: 

uáng; dan/atau 
tanah pengganti dan/atau 

C. penuklman kembail. 
(2) Dalam hal pemegar'9 hak atas tanah tidakmenghefldakl bentuk ganti 

rugi sebagaimafla dtmaksUd pada ayat (1), maka dapat diberikan 
kompe.'SaSi berupa penyertaafl modal (saham) sesual dengan 
ketenbian perabirafl penindang.Vndangan. 

Pa.cal 14 
Penggantiafl tertiadap bidang tanatyang dikuasal dengan hak 

utayat diberikan datam bentuk pembangunan faslittas umum atau bentuk 
lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. 

Pasal 15 
(1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas: 

Nilal ival Obyek Pajak atau nilal nyata/sebenarflYa dengan 
memperhadkafl NOW Jual Obyek Pajaktahun berjatan berdasarkan 
penetapan LembagalTtm Penitat Harga Tanah yang ditunjuk oleh 

panitla; 
nuar juat bangunan yang dttakstr oleh perangkat daerah yang 
bertanggUr%9 jawab di bidang bangunan; 

C. nilal jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang 
bertanggung jawab di bidang pertanian. 

Dalam rangka menetapkan dasar pethtwngan ganti rugi, t.embaga/ 
flm Pentlal Haçga Thnah dltetapkafl oleh Bupatl/WaI!kOta atau 
Gubernurbagt Provinsi Daerah Khusus Ibukota3akarta. 

PasaIl6 
(1) Card tug! dtserahkan langsung kepada: 

pemegang hai atastanah atau yang berhaksesuat dengan peratu- 
ran penjndang-undangafl atau 
nadzlr bagi tanah wakaf. 

Dalam hat tanah, bangunan, tanaman, atau benda yang berkaitafl 
dengan tanahdlmtllld bersamasama oteh beberapa orang, sedangka 
satu atau beberapa orang pemegang hak atas tanâh tidak dapat 
ditemukan, make ganti rugi yang menjadi hak orang yangtldakdapat 
ditemukan tersebut ditldpkan dl pengadilan negert yang wflayah 
hukumnya meltputi lokasi tanah yang bersangkUtan. 

Pasail9 
Terhadap tanah yang digarap tanpa lzln yang berhak atau 

kuasanya, penyetesaiaflflya ditakukan berdasarkan Undang-urtdang 
Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Laraigan Pemakatan Thnah Tanpa 
Iz!n Yang Berhak Atau Kuasanya. 

_BABIV 
PENGADAAN TANAII SKALA KECIL 

Pasal 20 
Petaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang 

memertukan tanah yang ivasnya tidak lebth dart I (satu) hektar, dapat 
ditakukan tangsuflg oleh instansi pemertntah yang memedukan tanah 
dengan'ara pe.megang hak atas tanah, dengan cara juai belt atau tukar 
nienukar atau cara lain yang dtsepakatlkedUa belah pthak. 	. 

:BABV 	 :. 

KETENTUAN PERAUHAN 	 • 
Pasat2l 

Dengan bentakunya Peraturan Prestden IN, peraturan petaksa- : 
naan dart Keputusan Prestden Nomor 55 1hun 1993 tentang Penga- . 
daanThnah Bagt Pelaksanaan Pembangunan Unbik Kepefltlflgafl Umum 
tetap bertaku sepanjang tidak bententangan dengan Peraturan Prestdur! 
tnt. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasat22 
Kètentuan tebth lanjut mengenat prosedur dan tata cara 

pengadaap tanah bagl pelaksanaafl pembangunan untuk epenUngan 
umum dtatur dengan Peraturan Kepaia Badan Pertanahan Naslonal. 

Pasal23 
Pada saat bertakunya Peraturan Prestden tnt, Keputusan 

Presiden Nomor 55 Thhun 1993 tentang PengadaanTanah Bagi Petak-
sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dlcabUtdan dlnyatakafli 
tldakbentakU. 

-- . 	 Pasat24 •. 
Peraturan Prestden tnt muat bertaku pada tanggai dltetapkafl. 

Dltetapkafl dl jakarta 
pada tanggal 3 Mel 2005 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 
td. 

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDI-IOYONO 

(Pt) 

(2) 

(2) 

Business News 7208/11-5-2005. 
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PERATtJRAN PRESIDEN REPUBLIIK INDONESIA 

NOMOR 65 TAHUN 2006 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 

TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAJ'I UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: bahwa untuk lebih meningkatkan prmsip penghormatan terhadap 

hak-hak atas tanáh yang sah dan kepastian hukum dalam 

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum, dipandang perlu Inengubah Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2043); 

Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan 

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106); 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1%1 tentang Pencabutan 

Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, 

Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324); 

5. Undang-Undang 

-2- 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 

Tanibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 

Umuni; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG 

PENGADAAN TANAH BAG! PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 

UNTUK KEPENTINGAN UMUM. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 

2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum diubah sebagai berikut: 

1. 	Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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"Pasal 1 

3. Pengadaan tanah adalth setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi 

kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, 

bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah." 

2. 	Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehiitgga berbunyi sebagai 

berilcut: 

"Pasal 2 

MIE 

"Pasal 2 

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau 

penyerahan hak atas tanah. 

Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan 

untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerali dilakukan dengan cara jual bell, tukar 

menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan." 

3. 	Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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"Pasal 3 

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip 

penghormatan terhadap hak atas tanah." 

4. 	Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 
berikut: 

"Pasal 5 

Pembangunan untuk kepentngan umum yang dilaksanakan 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

dalani Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimuiki 

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi: 

jalan umuin dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di 

ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran 

air rninuxn/air bersth, saluran pembuangan air dan sanitasi; 

b.waduk... 

-4- 

waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan 

pengairan lainnya; 

pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; 

fasilitas 	keselamatan 	umwn, 	seperti 	tanggul 

penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain 

bencana; 

tempat pembuangan sampah; 
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Bupati/Walikota atau Gubemur bagi Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta." 

11. Menambah Pasal baru antara Pasal 18 dan Pasal 19 menjadi 

Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut: 

"Pasal 18A 

Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada di 

atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia meneriina ganti 

rugi sebagaimana ditetapkaxt dalam Keputusan Presiden, 

karena dianggap jumlahnya kurang layak, maka yang 

bersangkutan dapat meminta banding kepada Pengadilan 

Tmggi agar menetapkan ganti rugi sesuai Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas 

Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan 

Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan 

Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada 

di Atasnya." 

Pasal H 

-9- 

Pasal II 
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Peraturan Presiden mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Juni 2006 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG 

YUDHOYONO 

Salman sesuai dengan aslinya 

Deputi Sekretaris Kabinet 
Bidang Hukum, 

Larnbock V. Nahattands 
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